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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat
dan Rahmat-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bidang
Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 telah
dapat diselesaikan.

Penyusunan laporan kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan) nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instasi Pemerintahan.

Tujuan dari penyusunan LAKIP adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan
dan program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai tujuan
yang telah ditetapkan. Selain itu laporan ini disusun dalam rangka menyampaikan hasil
evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program
Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau serta
hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam Tahun Anggaran 2021.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut terlibat dan membantu
dalam penyusunan LAKIP ini. Masukan dan saran yang membangun dari semua pihak
sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan penyusunan laporan di
tahun yang akan datang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat
dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan program dimasa

mendatang.

Tanjungpinang, Februari 2022
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
p jmas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau




RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam
Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi dan
dalam PermenPAN Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, maka Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat menyusun
Laporan Kinerja (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah
dilakukan pada tahun 2021.

Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan
Riau telah melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dalam
pencapaian kinerja tahun 2021, meskipun di satu sisi ada indikator yang mencapai
target dan ada yang tidak mencapai target yang direncanakan. Berdasarkan Perjanjian
Kinerja Tahun 2021 antara Dinas Kesehatan Kepulauan Riau dengan Direktur Jenderal
Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan yang memiliki 20 indikator, dengan
rincian sebagai berikut:

1. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan surveilans gizi, dengan
pencapaian 73,4% dari target 70%, dengan capaian kinerja 105,6%.

2. Persentase puskesmas yang menyelenggarakan tata laksana gizi buruk pada
balita, dengan pencapaian 81,4% dari target 22%, dengan capaian kinerja 370%.

3. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif, dengan
pencapaian 63,2% dari target 47%, dengan capaian kinerja 134,5%.

4. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan
bayi baru lahir, dengan pencapaian 1 Kabupaten/Kota dari target 2
Kabupaten/Kota, dengan capaian kinerja 50%.

5. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kesehatan balita, dengan
pencapaian 3 Kabupaten/Kota dari target 2 Kabupaten/Kota, dengan capaian
kinerja 150%.

6. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak usia
sekolah dan remaja, dengan pencapaian 6 Kabupaten/Kota dari target 4
Kabupaten/Kota, dengan capaian kinerja 150%.

7. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia
reproduksi dengan pencapaian 4  Kabupaten/Kota dari target 2

Kabupaten/Kota, dengan capaian kinerja 50%.
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. Persentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lanjut

usia dengan pencapaian 100% dari target 50%, dengan capaian kinerja 200%.

. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja, dengan

pencapaian 6 Kabupaten/Kota dari target 5 Kabupaten/Kota, dengan capaian
kinerja 120%.

Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kesehatan olahraga, dengan
pencapaian 2 Kabupaten/Kota dari target 5 Kabupaten/Kota, dengan capaian
kinerja 40%.

Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan(SBS) dengan
pencapaian 23,02% dari target 30%, dengan capaian kinerja 76,73%.

Jumlah Kabupaten/Kota Sehat (KKS), dengan pencapaian 2 Kabupaten/Kota dari
target 2 Kabupaten/Kota, dengan capaian kinerja 100%.

Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai
standart, dengan pencapaian 50% dari target 50,28%, dengan capaian Kinerja
100,56%.

Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan Limbah Medis sesuai standar,
dengan pencapaian 24 fasyankes dari target 30 fasyankes, dengan capaian
kinerja 80%.

Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai
standart, dengan pencapaian 51,33% dari target 44%, dengan capaian kinerja
116,66%.

Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan
sesuai standart, dengan pencapaian 71,12% dari target 72%, dengan capaian
kinerja 98,78%.

Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat
hidup sehat, dengan pencapaian 71% dari target 57%, dengan capaian kinerja
124%.

Persentase Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan posyandu aktif, dengan
pencapaian 71% dari target 57%, dengan capaian kinerja 124%

Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen Kesehatan Masyarakat,
dengan target 57,7% (indikator Kemenkes)

Persentase kinerja RKAKL lingkup kesehatan masyarakat, dengan pencapaian
99,15% dari target 85%, dengan capaian kinerja 116,64%.
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Gerakan Masyarakat
: Hidup Sehat

Capaian indikator kinerja Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Dinas
Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dari 20
indikator kinerja, sebanyak 15 indikator telah mencapai atau melebihi target yang
ditetapkan, sedangkan 5 indikator tidak mencapai target. Pencapaian tersebut didukung
dengan anggaran dengan pagu sebesar Rp. 1.957.186.000 dengan penyerapan dana
sebesar Rp. 1.940.641.250 (99,15%). Pada Tahun 2021 terjadi refocusing anggaran
untuk pandemi Covid-19 dari pagu awal Rp.8.221.488.000 menjadi Rp. 1.957.186.000
dengan nilai efisiensi sebesar Rp. 6.264.302.000

Walau pencapaian Kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau sudah dianggap cukup baik, namun dalam pelaksanaannya
masih dirasakan ada beberapa hal belum sesuai dengan harapan seperti adanya
pandemi Covid-19 yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak dalam pelaksanaan

pembinaan di Kabupaten/Kota serta refocusing anggaran.
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1.1.

1.2.

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, disebutkan bahwa
pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh
semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi
bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan
ekonomi.

Pemerintah menyusun arah kebijakan RPJMN Bidang Kesehatan 2020 —
2024 vyaitu meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan
semesta terutama pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dengan
mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung dengan inovasi
dan pemanfaatan teknologi. Sasaran pembangunan jangka menengah ini yaitu
untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur
melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan
kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang
berkualitas dan berdaya saing.

Pelaksanaan Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari
Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, Seksi Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja
dan Olahraga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai amanat yang

terdapat pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016.

Visi dan Misi
Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia
maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong

royong.”



Upaya untuk mewujudkan visi ini dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) misi

pembangunan yaitu:

[ERN

. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;

. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
Pembangunan yang merata dan berkeadilan;

Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa,;

Penegakan sistem hokum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

N o o~ WD

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada

seluruh warga;

oo

Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan;

10. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah tercantum pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 — 2026 merupakan
dokumen perencanaan yang bersifat indikatif. Pada RPJMD tersebut memuat
program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan dalam kurun
waktu selama 5 tahun. Sesuai dengan Visi Pemerintahan Kepulauan Riau yaitu
“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan
Berbudaya”. Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai
sebagai berikut:

Makmur: Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera.
Berdaya Saing: Terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan
dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan
internasional.

Berbudaya: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan
pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang
pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 5 (lima) Agenda Pembangunan

yaitu:

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim,
Berwawasan lingkungan dan keunggulan Wilayah untuk Peningkatan

Kemakmuran Masyarakat.

PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN MASYARAKAT
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2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan
Berorientasi Pelayanan

3. Mewujudkan Kulaitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan

Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Tagwa.

4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam
Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

5. Mempercepat Konektivitas Antar pulau dan Pembangunan Infrastruktur

Kawasan

Kemudian, Pemerintah menyusun 7 program unggulan yang diantaranya :
1. Percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi
2. Penguatan jejaring, pengamanan social dan kesehatan masyarakat

3. Pembangunan manusia yag unggul dan berkarakter

4. Tata kelola pemerintah yang bersih
5. Pembinaan keagamaan, pelestarian budaya dan harmoni masyarakat

6. Percepatan pemerataan, pembangunan infrastruktur dan

pengintegrasian antar pulau

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi
a. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

adalah:

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan
pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan
pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;

3. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan
kesehatan, dan sumber daya kesehatan;

4. Pelaksanaan proses penerbitan rekomendasi perizinan dan pelayanan
umum di bidang kesehatan;

5. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya,
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6. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya,

7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kesehatan yang diberikan oleh
Gubernur.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
adalah:

1. Perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi
masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

2. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi
masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

3. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi
masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

1.4. Sumber Daya Manuasia

KEPALA DINAS KESEHATAN
SEKRETARIS
KEPALA SUBBAGIAN KEPALA SUBBAGIAN WEALAS e
PERENCANAAN DAN EVALUASI KEUANGAN DAN ASET .
\
KEPALA BIDANG ‘ KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG
KESEHATAN MASYARAKAT PENCEGAHAN DAN PELAYANAN KESEHATAN SUMBER DAYA KESEHATAN
PENGENDALIAN PENYAKIT
R
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI | KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
KESEHATAN KELUARGA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PELAYANAN KESEHATAN KEFARMASIAN DAN ALAT
DAN GIZI MASYARAKAT PENYAKIT MENULAR PRIMER KESEHATAN
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI [ | KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
PROMOSI DAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PELAYANAN KESEHATAN SUMBER DAYA MANUSIA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENYAKIT TIDAK MENULAR RUJUKAN KESEHATAN
DAN KESEHATAN JIWA
KEPALA SEKSI ' KEPALA SEKSI | KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
KESEHATAN LINGKUNGAN SURVEILANS DAN PELAYANAN KESEHATAN LAY
KESEHATAN KERJA DAN OLAH RA! IMUNISASI TRADISIONAL DAN JAMINAN KESEHATAN
[ ]
UPT DINAS:
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL 1 [RSUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TANJUNGPINANG
7 [RSUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TANJUNG UBAN

Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021
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Gerakan Masyarakat
: Hidup Sehat

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021 terdapat 5 (lima) bidang, yang meliputi; Bidang Kesehatan
Masyarakat (Kesmas), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P),
Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes), Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK),
dan Sekretariat. Adapun bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari tiga seksi yaitu
Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, Seksi Promosi dan
Pemberdayaan Masyarakat, dan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja
dan Olahraga. Jumlah seluruh pegawai di bidang Kesehatan Masyarakat Tahun
2021 berjumlah 37 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Distribusi Pegawai Bidang Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

NO JABATAN JUMLAH
1. | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 1 orang
2. Ja_lb_atan Struktural Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan | 1 orang
3. \?allf)latan Struktural  Kepala  Seksi Promkes dan| 1 orang
Pemberdayaan Masyarakat
4. | Jabatan Struktural Kepala Seksi Kesling dan Kesjaor 1 orang
5. | Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda 1 orang
6. | Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli | 1 grang
Pertama
7. | Analis Gizi 3 orang
8. | Analis Kesehatan Ibu dan Anak 3 orang
9. | Analis Kesehatan 2 orang
10. | Analis Pengamanan Lingkungan 2 orang
11. | Analis Kesehatan Kerja 1 orang
12. | Pengelola Program Gizi 1 orang
13. | Pengelola Program Kesehatan Keluarga 1 orang
14. | Pelaksana Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit 1 orang
15. | Pengelolaan Penyehatan Lingkungan 1 orang
16. | Pengelola Program dan Kegiatan 1 orang
17. | Pegawai Tidak Tetap (PTT) 8 orang
18. | Pembantu Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit 1 orang
19. | Pembantu Penggerak Peran serta Masyarakat 1 orang
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20. | Pembantu Pengelola Media Center dan Pengembangan | 1 grang
Media

21 | Pembantu Analis Pengamanan Lingkungan 1 orang
22. | Pembantu Pengelola Program dan Kegiatan 1 orang
23. | Pembantu Pengelola Penyehatan Lingkungan 1 orang
24. | Fasilitator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 1 orang
JUMLAH 37 orang

Berdasarkan tabel diatas persebaran pegawai di bidang Kesehatan Masyarakat
dipimpin oleh 1 kepala bidang, 3 orang kepala seksi, jumlah pegawai di Seksi
Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat berjumlah 13 orang, Seksi Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat berjumlah 9 orang, Seksi Kesehatan

Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga berjumlah 11 orang.
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Arah kebijakan dan strategi nasional tercantum pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 — 2024 merupakan
dokumen perencanaan yang bersifat indikatif. Pada RPJMN tersebut memuat
program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan dalam kurun
waktu selama 5 tahun. Sesuai dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia
yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mewujudkan visi
tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan

Berkeadilan;

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin

Pemerataan;

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan

Pelayanan Dasar;

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan

Perubahan Iklim; dan

7. Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Pelayanan Publik.

Tema RPJMN IV tahun 2020-2024 adalah “Indonesia Berpenghasilan
Menengah Tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan dengan
pengarusutamakan pada 1) kesetaraan gender, 2) tatakelola yang baik, 3)
pembangunan berkelanjutan, 4) model soaial budaya yang baik dan 5)
pemanfaatan transformasi digital dengan optimal. Prioritas RPJMN 1V tahun
2020-2024 adalah:

1. Memperkuat ketanganan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin

pemerataan



Gerakan Masyarakat
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3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

5. Memperkuat infrakstruktur mendukung pengembangan ekonomi dan
pelayanan dasar

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan
perubahan iklim

7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, dan keamanan dan transformasi
pelayanan publik.

Sektor kesehatan berfokus pada Prioritas Nasional ke -3 yaitu
meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing. Dalam Prioritas Nasional ke-3
terdapat 7 Program prioritas yaitu:

1. Pengendalian penduduk dan tata kelola kependudukan
Penguatan perlindungan sosial
Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
Pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas
Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda

Pengentasan kemiskinan

N o o b~ WD

Peningkatan produktifitas dan daya saing
Kementerian Kesehatan lebih berfokus kepada amanat Program Prioritas
ke-3 yaitu peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan arah dan
kebijakan meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan
semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care)
dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi
dan pemanfaatan teknologi. Pada Program ke-3 terdapat 5 kegiatan prioritas
sebagai strategi yaitu:

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, KB dan Kesehatan Reproduksi

2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat

3. Peningkatan pengendalian penyakit

4. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan

5. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
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2.2. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat merupakan
dokumen kesepakatan/perjanjian kinerja oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Kepulauan Riau selaku pelaksanan program di tingkat Eselon Il kepada Direktorat
Jenderal Kesehatan masyarakat selaku pelaksanan program di tingkat Eselon I.
Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan

dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima
amanah/tanggungjawab/ kinerja dengan pihak  yang memberikan
amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini

merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat
penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Adapun target-target kinerja sasaran yang akan dicapai Dinas Kesehatan
khususnya program Pembinaan Kesehatan Masyarakat sebagaimana tertuang
dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas KesehatanProvinsi
Kepulauan Riau pada tabel dibawah ini;

Tabel 2
Indikator Kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja N;;rogne;l P-I;E:/?rii
(1) 2 3 4) )
1. | Pembinaan Gizi 1. | Persentase Kabupaten/Kota 70 % 70 %
Masyarakat yang melaksanakan surveilans
gizi
2. | Persentase puskesmas yang 20 % 22 %
menyelenggarakan tata laksana
gizi buruk pada balita
Persentase bayi usia kurang dari 45 % 47 %
6 bulan mendapat ASI Ekslusif
2. | Pembinaan Kesehatan Jumlah Kabupaten/Kota yang 200 2
Keluarga menyelenggarakan pelayanan Kab/Kota | Kab/Kota
kesehatan ibu dan bayi baru lahir
Jumlah Kabupaten/Kota yang 200 2
menyelenggarakan kesehatan Kab/Kota| Kab/Kota
balita
Jumlah Kabupaten/Kota yang 150 4
menyelenggarakan pelayanan Kab/Kota | Kab/Kota
9
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kesehatan anak usia sekolah dan
remaja
Jumlah Kabupaten/Kota yang 200 2
menyelenggarakan pelayanan Kab/Kota | Kab/Kota
kesehatan usia reproduksi
Jumlah Kabupaten/Kota yang 120 1
menyelenggarakan pelayanan Kab/Kota | Kab/Kota
kesehatan lanjut usia
Pembinaan Upaya Jumlah Kabupaten/Kota yang 334 5
Kesehatan Kerja dan menyelenggarakan kesehatan Kab /Kota|Kab /Kota
Olahraga kerja
Jumlah Kabupaten/Kota yang 334 5
menyelenggarakan kesehatan Kab /Kota|Kab /Kota
olahraga
Penyehatan Persentase Desa/Kelurahan Stop 50% 30 %
Lingkungan Buang air besar Sembarangan
(SBS)
Jumlah Kabupaten/Kota Sehat 220 2
(KKS) Kab /Kota|Kab /Kota
Persentase sarana air minum 64 % 50 %
yang diawasi / diperiksa kualitas
air minumnya sesuai standar
Jumlah fasyankes yang memiliki 3.000 30
pengelolaan limbah medis sesuai |fasyankes|fasyankes
standar
Persentase Tempat Pengelolaan 44 % 44 %
Pangan (TPP) yang memenuhi
Syarat sesuai standar
Persentase Tempat dan Fasilitas 60 % 72 %
Umum (TFU) yang dilakukan
pengawasan sesuai standar
Promosi Kesehatan Persentase Kabupaten/Kota 35 % 57 %
dan Pemberdayaan yang menerapkan kebijakaan
Masyarakat gerakan masyarakat hidup sehat
Persentase Kabupaten/Kota 70 % 57 %
melaksanakan pembinaan
posyandu aktif
Dukungan Manajemen Nilai Penerapan Reformasi 575% | 57,5%
Pelaksanaan Program Birokrasi Lingkup Ditjen
Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat.
Persentase kinerja RKAKL 85% 85%
lingkup Kesehatan Masyarakat
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BAB Il

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan
tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan
menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini
diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja
yang berhasil dilakukan oleh Bidang Masyarakat selama kurun waktu tahun 2021.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan
rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator sehingga diperoleh
gambaran tingkat keberhasilan pencapaian setiap indikator. Berdasarkan
pengukuran kinerja tersebut, dapat diperoleh informasi menyangkut masing-
masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perbaikan perencanaan
program/kegiatan di masa yang akan datang. Manfaat pengukuran kinerja antara
lain untuk memberikan gambaran kepada pihak internal dan eksternal tentang
pelaksanaan misi organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam dokumen Renstra/Penetapan Kinerja. Penetapan dan
pernyataan kinerja dilakukan setiap tahun untuk menjamin terlaksananya visi,
misi, serta sasaran strategis yang termuat dalam Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan yang telah ditetapkan
Bidang Kesehatan Masyarakat telah melaksanakan kegiatan dengan sasaran
program, indikator kinerja dan hasil capaian sebagai berikut :
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Tabel 3

Hasil Capaian Indikator Kinerja Program Pembinaan Kesehatan
Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2021
NoO Sasaran Indikator Kinerja Target Capaian |Kinerja
Strategis Provinsi
(1) ) ®3) 4) ) (6)
1. | Pembinaan Gizi Persentase Kabupaten/Kota yang 70% 73,4% | 105,6%
Masyarakat melaksanakan surveilans gizi
Persentase puskesmas yang
menyelenggarakan tata laksana 22% 81,4%| 370 %
gizi buruk pada balita
Persentase bayi usia kurang dari 47% 63,2% | 134,5%
6 bulan mendapat ASI Ekslusi
2. | Pembinaan Jumlah Kabupaten/Kota yang 2 1 50%
Kesehatan Keluarga menyelenggarakan pelayanan Kab/Kota|Kab/Kota
kesehatan ibu dan bayi baru lahir
Jumlah Kabupaten/Kota yang 2 3 150%
menyelenggarakan kesehatan Kab/Kota|Kab/Kota
balita
Jumlah Kabupaten/Kota yang 4 6 150%
menyelenggarakan pelayanan Kab/Kota|Kab/Kota
kesehatan anak usia sekolah dan
remaja
Jumlah Kabupaten/Kota yang 2 4 200%
menyelenggarakan pelayanan Kab/Kota| Kab/Kota]
kesehatan usia reproduksi
Persentase Kabupaten/Kotayang | 50% | 100% 200%
menyelenggarakan pelayanan
kesehatan lanjut usia
3. | Pembinaan Upaya Jumlah Kabupaten/Kota yang 5 6 120%
Kesehatan Kerja menyelenggarakan kesehatan Kab/Kota|Kab/Kota
dan Olahraga kerja
Jumlah Kabupaten/Kota yang 5 2 40%
menyelenggarakan kesehatan Kab /KotalKab /Kotal
olahraga
4. | Penyehatan Persentase Desa/Kelurahan Stop 30% | 23,02% | 76,73%
Lingkungan Buang air besar Sembarangan
(SBS)
Kabupaten/Kota Sehat (KKS) 2 2 100%
Kab /KotalKab /Kota
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3. | Persentase sarana air minum 64% | 50,28% | 100,56%
yang diawasi / diperiksa kualitas
air minumnya sesuai standar
4. | Jumlah fasyankes yang memiliki 30 24 80%
pengelolaan limbah medis sesuai
standar

5. | Persentase Tempat Pengelolaan 44 % 51,33% | 116,6%
Pangan (TPP) yang memenuhi
syarat sesuai standar

6. | Persentase Tempat dan Fasilitas 72% | 71,12% | 98,78%
Umum (TFU) yang dilakukan
pengawasan sesuai standar

Promosi Kesehatan |1. | Persentase Kabupaten/Kota yang 57% 71% 124%

dan Pemberdayaan menerapkan kebijakaan gerakan
Masyarakat masyarakat hidup sehat
2. | Persentase Kabupaten/Kota 57% 71% 124%

melaksanakan pembinaan
posyandu aktif

Dukungan 1. | Nilai Penerapan Reformasi 57,5% | 57,5% -
Manajemen Birokrasi Lingkup Ditjen

Pelaksanaan Kesehatan Masyarakat.

Program Kesehatan |2. | Persentase kinerja RKAKL 85% | 99,15% | 116,6%
Masyarakat lingkup Kesehatan Masyarakat

Hasil capaian indikator kinerja program pembinaan kesehatan masyarakat
Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja, indikator
yang sudah mencapai target 100% berjumlah 14 indikator, akan tetapi terdapat 5
indikator yang capaian kinerjanya masih di bawah 100% sedangkan 1 indikator
merupakan indikator Kementerian Kesehatan RI. Lima indikator yang tidak
mencapai target adalah jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan ibu bayi baru lahir, jumlah kabupaten/kota yang
menyelenggarakan kesehatan olahraga, persentase desa/kelurahan Stop Buang
air Besar Sembarangan (SBS), jumlah fasyankes yang memiliki pengelolaan
limbah medis sesuai standard an persentase tempat dan fasilitas umum (TFU)

yang dilakukan pengawasan sesuai standart.
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3.2. Analisis Pencapaian Kinerja Pembinaan Program Kesehatan Masyarakat

A. Pembinaan Gizi Keluarga

1. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Surveilans
Gizi

Masalah gizi, khususnya kekurangan gizi di Indonesia masih
merupakan masalah kesehatan masyarakat. Terjadinya masalah gizi
dapat disebabkan oleh banyak faktor, baik yang merupakan penyebab
langsung, tidak langsung ataupun penyebab dasar (akar masalah).
Berbagai masalah seperti kemiskinan, pengetahuan, pola pengasuhan,
bencana alam, ketersediaan pangan dan ketersediaan pelayanan
kesehatan berakar pada kebijakan ekonomi dan politik suatu negara yang
merupakan masalah utama dan mendasar. Masalah tersebut pada
akhirnya akan berdampak pada asupan zat gizi serta terjadinya penyakit
infeksi. Saat ini masalah gizi (“malnutrition”) bukan hanya masalah
kekurangan gizi (“undernutrition”) tetapi juga masalah kelebihan gizi
(“overnutrition”) yang sudah mulai meningkat atau dikenal dengan istilah
masalah gizi ganda (“double burden”). Melalui surveilans gizi, monitoring
dan evaluasi terhadap indikator-indikator yang terkait penyebab masalah
gizi yang dilakukan secara terus menerus dan berkala, maka potensi
masalah akan lebih cepat diketahui, upaya penanggulangan masalah gizi
dapat dilakukan lebih dini sehingga dampak yang lebih buruk dapat
dicegah.

Surveilans gizi berguna untuk mendapatkan informasi keadaan gizi
masyarakat secara cepat, akurat, teratur dan berkelanjutan yang dapat
digunakan untuk menetapkan kebijakan gizi maupun tindakan segera yang
tepat. Informasi yang digunakan mencangkup indikator pencapaian gizi
masyarakat serta informasi lain yang belum tersedia dari laporan rutin.
Adanya surveilans gizi akan dapat meningkatkan efektifitas kegiatan
pembinaan gizi dan perbaikan masalah gizi masyarakat secara tepat
waktu, tepat sasaran dan tepat jenis tindakannya.

Masalah gizi akan terus berlangsung, selama faktor — faktor

penyebabnya belum dapat diperbaiki. Surveilans gizi sebagai alat untuk
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membantu pengelola program perbaikan gizi masyarakat dalam
mengamati perkembangan masalah gizi melalui analisis terhadap indikator
gizi dan faktor penyebabnya secara berkala dan terus menerus. Dengan
surveilans gizi, para pengambil keputusan dapat melakukan tindakan-
tindakan pencegahan dan penanggulangan yang tepat sasaran, tepat
waktu, efektif dan efisien. Surveilans gizi pada akhirnya berguna dalam
meningkatkan status gizi masyarakat karena melindungi dari dampak
buruk masalah gizi.
a. Defenisi Operasional :
Kabupaten/Kota yang melaksanakan surveilans gizi adalah
Kabupaten/Kota yang minimal 70% dari jumlah puskesmas
melakukan kegiatan pengumpulan data, pengolahan dan analisis
data, serta diseminasi informasi.
b. Rumus Perhitungan :
Kabupaten/Kota melaksanakan surveilans gizi = jumlah Kabupaten /
Kota melaksanakan surveilans gizi terhadap Kabupaten/Kota dikali
100
c. Capaian Indikator

Grafik 1
Kabupaten/Kota Melaksanakan Surveilans Gizi
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

PERSENTASE KINERJA 105,6

CAPAIAN 73,4

TARGET 70
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Dari grafik tersebut dapat dilihat capaian Kabupaten/Kota
Melaksanakan Surveilans Gizi telah mencapai target yang ditetapkan
baik target nasional maupun provinsi.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan Program
Indikator ini telah melebihi target dipengaruhi oleh beberapa hal antara
lain, peran aktif petugas kesehatan khususnya TPG (Tenaga
Pengelola Gizi) dalam melakukan pendataan surveilans gizi yang
meliputi kegiatan pengumpulan data, pengolahan dan analisa data
serta diseminasi informasi.

e. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan
Persentase Kabupaten/Kota Melaksanakan Surveilans Gizi adalah
sebagai berikut:

1) Melakukan pendataan Balita di Posyandu

2) Melakukan sweeping balita yang tidak datang ke posyandu

3) Melakukan entry data status gizi balita ke e-PPGBM

4) Melakukan pengolahan dan analisis data serta diseminasi kepada
lintas program dan lintas sektor

5) Melakukan perekrutan tenaga entry data surveilans gizi melalui
data BOK

6) Memberikan reward kepada Puskesmas yang melakukan entry
data melalui aplikasi e-PPGBM yang terbaik.

7) Monitoring pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap capaian
entry data e-PPGBM

8) Pembinaan Provinsi kepada Kabupaten/Kota serta Puskesmas
dalam percepatan entry data e-PPGBM melalui pertemuan
maupun zoom meeting.

f. Analisis Efisiensi Sumber Daya
Capaian persentase Kabupaten/Kota melaksanakan surveilans gizi

sebesar 73,4% dengan persentase kinerja 105,6%
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2. Persentase Puskesmas Mampu Tata Laksana Gizi Buruk pada

Balita

Penanggulangan gizi dilakukan secara komprehensif mulai dari
kegiatan promotif, preventif, dan kuratif. Kegiatan promotif mencakup
pemantauan pertumbuhan, konseling ASI dan MP-ASI, pemberian
kapsul vitamin A, pemberian tablet Fe bumil, promosi garam beryodium,
skrining aktif, dan dibeberapa daerah telah diperkenalkan dengan
Taburia serta PMT Bumil KEK.

Apabila masih ada anak yang mengalami berat badan 2 kali

penimbangan tidak naik atau anak kategori kurus, anak perlu diberikan
PMT pemulihan untuk mencegah menjadi gizi buruk.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2020
Prevalensi gizi buruk dan gizi kurang di Provinsi Kepulauan Riau adalah
7,7%, walaupun prevalensi ini sudah bukan merupakan masalah
kesehatan masyarakat lagi (< 10%) akan tetapi masih terdapat kasus
gizi buruk yang memerlukan penanganan dan penanggulangan kasus
gizi buruk sesuai tata laksana yang terstandar.

Untuk anak-anak yang ternyata telah mengalami gizi buruk, maka
harus diberikan tatalaksana sesuai dengan standar karena risiko
kematiannya sangat tinggi. Anak gizi buruk dengan komlikasi harus
dirawat inap di rumah sakit atau di puskesmas perawatan atau di pusat
pemulihan gizi atau TFC (Terapheutic Feeding Centre).

Anak-anak gizi buruk yang tanpa komplikasi dapat dirawat jalan
yaitu dirawat di rumah dengan pembinaan dan pendampingan dari
petugas kesehatan.

Puskesmas Mampu Tatalaksana Gizi Buruk meliputi : Tatalaksana
Anak Gizi Buruk, pengukuran antropometri, pembuatan ReSoMal,
formula dan makanan dan Konseling gizi dalam perawatan dan
pengobatan anak gizi buruk. Semua kegiatan Tatalaksana Gizi Buruk
Balita tertuang dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) Tata

Laksana Gizi Buruk yang di upload ke dalam aplikasi e-PPGBM.
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a. Defenisi Operasional
Puskesmas mampu melakukan tatalaksana gizi buruk pada balita
gizi buruk adalah balita usia 0-59 bulan dengan tanda klinis gizi
buruk atau indeks Berat Badan menuju Panjang Badan (BB/PB)
atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) dengan nilai Z-
score kurang dari -3 SD atau Lingkar Lengan Atas < 11,5 cm bagi
balita 6-59 bulan adalah puskesmas dengan kriteria:
1) Mempunyai Tim Asuhan Gizi terlatih, terdiri dari dokter,
bidan/perawat, dan tenaga gizi
2) Memiliki Standar Prosedur Operasional tatalaksana gizi buruk
pada balita
b. Rumus perhitungan:
Persentase Puskesmas Mampu Tatalaksana Gizi Buruk = Jumlah
Puskesmas Mampu tatalaksana gizi buruk terhadap jumlah seluruh
puskesmas dibagi 100.

c. Capaian Indikator

Grafik 2
Persentase Puskesmas Mampu Tatalaksana Balita Gizi Buruk
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Target . 22
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Dari grafik tersebut dapat dilihat capaian Persentase Puskesmas
Mampu Tata laksana gizi buruk telah mencapai target yang

ditetapkan baik target nasional maupun provinsi.
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d. Analisis Penyebab Tercapainya Program
Indikator ini telah mencapai target hal ini dipengaruhi oleh beberapa
hal antara lain,

1) Definisi Operasional untuk mencapai target ini masih mengacu
pada tahun 2020 yaitu dengan mengupload SOP Tata Laksana
Balita Gizi Buruk kedalam aplikasi e-PPGBM, Puskesmas
tersebut dianggap sudah mampu Tata Laksana Gizi Buruk

2) Adapun Pelatihan Tata Laksana Anak Gizi Buruk tahun 2021,
yang menggunakan data APBN Dinas Kesehatan Provinsi
Kepulauan Riau dilaksanakan 1 angkatan dari 3 angkatan (revisi
anggaran). Tim TAGB yang telah dilatih yaitu RSUP Provinsi
Kepulauan Riau, Puskesmas Sambau Kota Batam, Puskesmas
Batu Aji Kota Batam, Puskesmas Tanjung Buntung Kota Batam.

3) Adapun tim TAGB yang telah dilatih dengan menggunakan dana
APBN Bapelkes adalah Puskesmas Kampung Bugis
Tanjungpinang, RSUD Embung Fatimah Kota Batam, Rumah
Sakit Badan Pengawasan Kota Batam, Puskesmas Bulang Kota
Batam, Puskesmas Sekupang Kota Batam, Puskesmas Sei
Lekop Kota Batam, Puskesmas Mentarau Kota Batam dan
Puskesmas Tanjung Uncang Kota Batam.

e. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan
Persentase Puskesmas Mampu Tata Laksana Anak Gizi Buruk
adalah sebagai berikut:

1) Melaksanakan sosialisasi mengenai buku saku TAGB

2) Melaksaanakan monitoring dan evaluasi mengenai TAGB yang
disejalankan dengan pelacakan kasus gizi buruk

3) Melakukan feed back kepada Puskesmas yang belum
mengupload SOP TAGB

4) Memberikan draft SOP TAGB yang telah di standarisasi oleh
Kementerian Kesehatan RI

5) Melakukan Pelatihan TAGB kepada Tim TAGB yang terdiri dari
Dokter Spesialis Anak, Dokter Umum, Ahli Gizi, Bidan/Perawat.
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6) Melakukan sosialisasi mengenai perawatan anak gizi buruk
seperti pemberian F100 pada kasus gizi buruk rawat jalan
7) Pengadaan susu formula gizi buruk sebagai bahan pembutan
F100 untuk kasus gizi buruk rawat jalan di Puskesmas.
f. Analisis Efisiensi Sumber Daya
Capaian Persentase Puskesmas Mampu Tata Laksana Anak Gizi

Buruk sebesar 81,4%dan capaian kinerja sebesar 370%.

Pelacakan Balita Underweight

3. Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)

Masalah gizi kurang pada ibu hamil masih merupakan fokus
perhatian, masalah tersebut antara lain anemia dan ibu hamil KEK.
Status kesehatan di Indonesia belum menggembirakan ditandai dengan
Angka Kematian Ibu, Kematian Neonatal, Bayi, dan Balita masih sulit
ditekan bahkan selama 10 tahun terakhir ini kematian neonatal ada
dalam kondisi stagnan. Pendekatan siklus hidup sejak dari masa janin
sampai usia lanjut terus diupayakan, diperlukan upaya strategis yang
dimulai sejak masa kehamilan bahkan masa prakehamilan agar
terwujud generasi yang sehat dan tangguh. Periode pra-kehamilan dan
kehamilan harus disiapkan dengan baik, hal ini tertuang dalam arah
kebijakan RPJMN 2015-2019 vyaitu mempercepat perbaikan gizi
masyarakat dengan fokus utama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan
(1000 HPK).

Ibu hamil dengan masalah gizi dan kesehatan berdampak
terhadap kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi serta kualitas bayi

yang dilahirkan. Kondisi ibu hamil KEK, berisiko menurunkan kekuatan
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otot yang membantu proses persalinan sehingga dapat mengakibatkan
terjadinya partus lama dan perdarahan pasca salin, bahkan kematian
ibu. Risiko pada bayi dapat mengakibatkan terjadi kematian janin
(keguguran), prematur, lahir cacat, Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)
bahkan kematian bayi. Ibu hamil KEK dapat mengganggu tumbuh
kembang janin, yaitu pertumbuhan fisik (stunting), otak dan metabolisme
yang menyebabkan penyakit tidak menular di usia dewasa.
Penanggulangan ibu hamil KEK harus dimulai sejak sebelum hamil
(catin) bahkan sejak usia remaja putri. Upaya penanggulangan tersebut
membutuhkan koordinasi lintas program melalui kegiatan edukasi
kesehatan reproduksi remaja putri melalui program Usaha Kesehatan
Sekolah (UKS) dan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR),
konseling CATIN, pemeriksaan ibu hamil terpadu (Pelayanan Antenatal
Terpadu) dan perlu dukungan lintas sektor, organisasi profesi, tokoh
masyarakat, LSM dan institusi lainnya.
a. Definisi Operasional
Ibu hamil dengan risiko Kurang Energi Kronik (KEK) yang ditandai
dengan ukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) kurang dari 23,5 cm
b. Perhitungan:
Persentase Bumil KEK adalah jumlah Ibu Hamil Resiko KEK
terhadap jumlah Ibu Hamil di ukur LILA dikali 100
c. Capaian Indikator

Grafik 3
Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)
Provinsi Kepulauan RiauTahun 2021

capaian I 4,5

Target l 19
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Dari grafik tersebut dapat dilihat capaian persentase Ibu Hamil KEK
telah mencapai target yang ditetapkan baik target nasional maupun
provinsi.

d. Analisa Penyebab Pencapaian Program
Indikator ini telah melebihi target dipengaruhi oleh beberapa hal
antara lain, peran aktif petugas kesehatan khususnya TPG (Tenaga
Pengelola Gizi) dan Bidan Desa dalam penjaringan dan
pemantauan Bumil KEK, Adanya kelas lIbu hamil baik di Puskesmas
maupun di perkantoran, meningkatkya pengetahuan lbu Hamil
mengenai PMBA, penyaluran PMT Bumil KEK ke sasaran,
dukungan dari pimpinan dan penerimaan pmt dan penyediaan
tempat penyimpanan PMT, Respon cepat dari Kader dalam
mendistribusi dan pengawasan konsumsi PMT.

e. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka menurunkan
Persentase Bumil KEK adalah sebagai berikut:
1) Terlaksananya kegiatan penjaringan dan pemantauan Bumil KEK

yang dilakukan oleh jejaring
2) Terlaksananya kelas ibu hamil baik di Puskesmas, Posyandu
maupun di perkantoran

3) Terlaksananya PMT bumil KEK tetap sasaran dan tepat jumlah
4) Pemantauan konsumsi PMT Bumil KEK
5) Monitoring dan evaluasi terintegrasi antara KIA dan Gizi
6) Terlaksanya pelatihan dan sosialisasi PMBA
7) Pemantauan bumil Risti (Resiko Tinggi)

f. Analisis efisiensi sumber daya
Persentase Bumil KEK sebesar 4,5% dan capaian kinerja sebesar
422,2%. ( catatan: untuk indikator persentase Ibu Hamil KEK tidak
masuk kedalam perjanjian kinerja namun tetap dilaporkan di aplikasi

emonev Performance)

4. Persentase Bayi usia > 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif
Menyusui adalah salah satu investasi terbaik untuk kelangsungan
hidup dan meningkatkan kesehatan, perkembangan sosial serta
ekonomi individu dan bangsa. Meskipun angka inisiasi menyusui secara
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global relatif tinggi, hanya 40% dari semua bayi di bawah 6 bulan
mendapatkan ASI eksklusif dan 45%. yang mendapatkan ASI sampai
usia 24 bulan. Selain itu, angka menyusui pada berbagai regional
maupun negara masih sangat bervariasi.

Pemberian ASI terbukti secara ilmiah dapat mengurangi risiko
kanker payudara dan ovarium pada sang ibu. ASI juga berperan
sebagai alat kontrasepsi alamiah. Proteksi terhadap kehamilan secara
alami terjadi sampai 6 bulan pertama sejak kelahiran, dengan syarat :
Ibu memberi ASI eksklusif dan Ibu belum menstruasi. Kenapa hal ini
bisa terjadi? Tuhan telah mengatur, hisapan bayi merangsang keluarnya
hormon prolaktin yang memproduksi ASI sekaligus menunda ovulasi
(keluarnya sel telur yang telah matang dari indung telur) sehingga
kehamilan menjadi tertunda.

Dalam rangka meningkatkan pemberian ASI eksklusif, Ibu
menyusui, keluarga dan masyarakat perlu mendapatkan informasi
tentang pemberian ASI yang tepat dan benar sehingga ibu dpat
menyusui eksklusif 6 bulan yang dimulai dengan inisiasi dini dalam 1
jam pertama setelah lahir.Maka: 1). Setiap fasilitas kesehatan yang
menyediakan pelayanan kesehatan ibu dan anak seperti RS, RSB,
Puskesmas, bidan praktek swasta, dan sebagainya, 2). Setiap fasilitas
umum 3). Setiap Instansi Pemerintah/Swasta 4). Setiap
PerusahaanWajib menyediakan ruang laktasi dan memberikan waktu
kepada Ibu menyusui untuk menyusui atau memerah ASI di tempat
kerja. Hal ini sudah tertuang dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri
yaitu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Menteri Kesehatan.

a. Defenisi Operasional :

Bayi usia kurang dari 6 bulan adalah seluruh bayi umur 0 bulan 1

hari sampai 5 bulan 29 hari
Bayi mendapat ASI Eksklusif kurang dari 6 bulan adalah bayi
kurang dari 6 bulan yang diberi ASI saja tanpa makanan atau cairan

lain kecuali obat, vitamin dan mineral berdasarkan recall 24 jam.
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Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif
adalah jumlah bayi kurang dari 6 bulan yang masih mendapat ASI
Eksklusif terhadap jumlah seluruh bayi kurang dari 6 bulan yang
direcall dikali 100%
Capaian Indikator

Grafik 4
Persentase Bayi Usia > 6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021
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[an]
o]
[an]
b
[a=]
[s)]
[a=]
o]
[a=]
g

120 140 160

Dari gambar tersebut dapat dilihat Persentase Bayi Usia > 6 bulan

yang mendapatkan ASI Eksklusif tahun 2020 sudah mencapai

target yang ditetapkan baik target nasional maupun provinsi.

Analisis Penyebab Keberhasilan Program :

Indikator ini telah mencapai target hal ini dipengaruhi oleh beberapa

hal antara lain, meningkatnya kesadaran untuk memberikan ASI

Ekslusif kepada Bayinya, munculnya KP-ASI (Kelompok Pendukung

Air Susu lbu) di masyarakat, adanya dukungan dari lingkungan,

keluarga dan pemangku kebijakan terkait pemberian ASI Eksklusif.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan

Persentase Bayi Usia > 6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif

adalah sebagai berikut:

1) Tersedianya fasilitas Ruang menyusui di perkantoran dan tempat
umum

2) Gencarnya promosi tentang ASI Eksklusif baik dimedia elektronik,
cetak maupun media social

3) Pelatihan PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak)
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4) Sosialisasi PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak) dan
pentingnya ASI pada Keluarga Bayi, Tokoh Masyarakat dan
Masyarakat

5) Pendekatan kepada BPM dan Klinik bersalin swasta terkait
pemberian ASI Eksklusif

6) Pemberian reward berupa sertifikat lulus ASI Eksklusif kepada
Bayi yang lulus mendapat ASI Eksklusif

e. Analisis efisiensi sumber daya
Persentase Bayi Usia > 6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif
sebesar 63,2% dan capaian kinerja sebesar 134,5%.

B. Pembinaan Kesehatan Keluarga

1. Jumlah Kabupaten/ Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir
a. Definisi Operasional

Kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu

dan bayi baru lahir adalah jumlah kabupaten/kota yang memenuhi

kriteria sebagai berikut :

1) Seluruh puskesmas menyelenggarakan kelas ibu hamil minimal di
50% desa/ kelurahan.

2) Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal
4 kali (K4) di suatu kabupaten/ kota pada kurun waktu tertentu
minimal 85%.

3) Seluruh puskesmas dengan tempat tidur mampu memberikan
pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal.

4) Kabupaten/ kota memiliki minimal 1 rumah sakit mampu melakukan
penanganan kasus rujukan komplikasi dan kegawatdaruratan
maternal dan neonatal.

5) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyelenggarakan kegiatan
Audit Maternal Perinatal (AMP) minimal 1 kali setiap 3 bulan.

b. Capaian Indikator

Berikut ini adalah tabel capaian kriteria kabupaten/ kota yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021.
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Tabel 4

Kriteria Kabupaten/ Kota Menyelenggarakan

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir
Provinsi Kepulauan RiauTahun 2021

Persentase Jumlah RS
Persentase Cakupan ibu PKM dg mampu
PKM yg hamil yang tempat tidur melakukan Penvelen
menyelenggara | memperoleh mampu penanganan araa)r/1 ka'i%\%
kan kelas ibu pelayanan memberikan kasus rujukan !
N Kabupaten S o AMP (target
0. / Kota hamil di antenatal pelayanan komplikasi dan kab/kota
minimal 50% sesuai kegawatdarur | kegawatdarurat melaksanak
desa/kelurahan | standar (K4) | atan maternal an maternal an 4 kali)
(target 100% (minimal dan neonatal dan neonatal
PKM) capaian 85%) (target 100% (minimal 1 RS/
PKM) Kab Kota)
1 | Karimun 100,00 87,53 25,00 1 4
2 | Bintan 100,00 97,29 0,00 2 4
3 | Natuna 100,00 80,84 77,78 7 4
4 | Lingga 100,00 97,8 0,00 1 3
5 | Anambas 100,00 93,49 0,00 0 1
6 | Batam 100,00 77,46 0,00 4 2
7 | Tgpinang 100,00 91.03 100,00 3 4
Pada tahun 2021, target jumlah kabupaten/kota yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir di
Provinsi Kepulauan Riau adalah 2 kabupaten/kota. Jika dilihat
berdasarkan tabel capaian kriteria di atas diketahui bahwa tidak ada
kabupaten/ kota di Provinsi Kepulauan Riau yang dapat memenuhi 5
(lima) kriteria yang dimaksud artinya capaian Provinsi Kepulauan Riau
untuk indikator ini hanya 1 (satu) kabupaten/ kota vyaitu Kota
Tanjungpinang (belum mencapai target). Kriteria yang sulit untuk
dipenuhi ialah kriteria puskesmas dengan tempat tidur yang mampu
memberikan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal dan
penyelenggaraan kajian Audit Maternal Perinatal (AMP).
c. Analisis Capaian Indikator
Indikator kabupaten/ kota yang menyelenggarakan pelayanan
kesehatan ibu dan bayi baru lahir belum mencapai target karena
indikator tersebut adalah indikator komposit. Beberapa hal yang

menjadi kendala yaitu :
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1) Adanya mutasi pegawai menyebabkan tim puskesmas yang sudah
terbentuk dan dilatih pelayanan kegawatdaruratan maternal dan
neonatal atau biasa disebut pelayanan PONED saat ini sudah tidak
lengkap (sebagian atau seluruhnya tidak bertugas di puskesmas
yang bersangkutan).

2) Pelatihan puskesmas mampu PONED atau pelatihan pelayanan
kegawatdaruratan maternal dan neonatal terbatas.

3) Adanya keterbatasan dana dan anggaran untuk melaksanakan
kajian Audit Maternal Perinatal (AMP) sesuai dengan standar yaitu
4 kali dalam setahun.

4) Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa kegiatan
pertemuan menjadi terhambat dan sulit dilaksanakan, salah
satunya ialah pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP) yang
melibatkan beberapa pihak seperti dokter spesialis obgyn, dokter
spesialis anak, dan dokter spesialis yang berkaitan.

5) Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan pertemuan yang
bersifat mengumpulkan masyarakat seperti kelas ibu hamil menjadi
terhambat karena ibu hamil disarankan untuk tetap di rumah dan
meminimalisir kegiatan berkumpul dan ke luar rumah.

6) Keterbatasan jumlah dokter spesialis di daerah DTPK.

Upaya - Upaya vyang Telah Dilakukan dalam Rangka

Meningkatkan Jumlah Kabupaten/ Kota yang Menyelenggarakan

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir

1) Monitoring dan evaluasi berkala tingkat kabupaten/ kota dan
puskesmas.

2) Pemanfaatan buku KIA sebagai media edukasi kepada masyarakat
khususnya ibu hamil dan ibu balita beserta keluarga.

3) Alternatif kegiatan kelas ibu hamil dengan menggunakan media
online (via daring).

4) Peningkatan kualitas pelayanan antenatal melalui penyediaan
pelayanan antenatal terpadu.

5) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan

kesehatan ibu dan bayi baru lahir.
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6) Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di beberapa
kabupaten/ kota.
e. Analisis Efisiensi Sumber Daya
Capaian jumlah kabupaten/ kota menyelenggarakan pelayanan
kesehatan ibu dan bayi baru lahir adalah 1 (satu) kabupaten/ kota dan
capaian kinerja dibandingkan dengan target sebesar 50 persen.

Kegiatan Orientasi SHK

2. Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
a. Definisi Operasional

Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan ialah persalinan yang
ditolong oleh penolong persalinan minimal 2 (dua) orang tenaga
kesehatan yang terdiri dari dokter dan bidan/ 2 (dua) orang bidan/
bidan dan perawat di fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai
standar (puskesmas dan rumah sakit) sesuai standar persalinan.

Cara perhitungan indikator ini yaitu jumlah ibu bersalin yang
mendapatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di
fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah sasaran
ibu bersalin yang ada di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu
dikalikan 100%.

b. Capaian Indikator
Berikut ini adalah tabel capaian persalinan di fasilitas pelayanan

kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021.
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Tabel 5
Capaian Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Capaian Persalinan di
Sasaran lbu Fasilitas Pelayanan
No. | Kabupaten/ Kota | Bersalin/ Nifas Kesehatan
(B2 FUEekln) Absolut Persentase
1 | Karimun 3.767 3.450 91,58
2 | Bintan 3.032 2.905 95,81
3 | Natuna 1.479 1.169 79,04
4 | Lingga 1.304 994 76,23
5 | Anambas 748 807 107,89
6 | Batam 35.645 27.782 77,94
7 | Tanjungpinang 3.498 3.886 111,09
| [Provinsikepri | 40473 | 40993 | o136

Grafik 5
Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021
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Capaian indikator persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang
ditampilkan pada grafik di atas menggunakan sasaran ibu bersalin/
nifas berdasarkan data sasaran BPS/ Pusdatin dalam perhitungannya.
Oleh karena itu, capaiannya cenderung tinggi dan ada yang lebih dari
100% (data sasaran dari BPS/ Pusdatin rata — rata lebih kecil jika
dibandingkan dengan data sasaran dari laporan rutin kabupaten/
kota). Target capaian persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan
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Tahun 2021 adalah 89%. Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa
capaian persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Kepri
(berdasarkan sasaran BPS/ Pusdatin) telah mencapai target (91,36%).

c. Analisis Capaian Indikator
Indikator persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sudah mencapai
target dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu komitmen pemerintah
daerah dalam pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal
(SPM), pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan di
daerah, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan
persalinan, peningkatan sarana prasarana pelayanan persalinan di
daerah, dan pemanfaatan jampersal dan sumber pembiayaan lainnya.
Meskipun indikator ini sudah mencapai target akan tetapi pemerintah
daerah masih harus berupaya untuk meningkatan persalinan di
fasilitas pelayanan kesehatan dan meminimalisir persalinan yang
ditolong oleh tenaga kesehatan tapi tidak di fasilitas pelayanan
kesehatan dan persalinan yang ditolong oleh non tenaga kesehatan di
Provinsi Kepulauan Riau yang jumlahnya masih ada di Provinsi
Kepulauan Riau.

d. Upaya - Upaya yang Telah Dilakukan dalam Rangka
Meningkatkan Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
1) Monitoring dan evaluasi berkala tingkat kabupaten/ kota dan

puskesmas.

2) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan
kesehatan ibu dan bayi baru lahir.

3) Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di beberapa
kabupaten/ kota.

4) Integrasi program dalam mendorong persalinan di fasilitas
kesehatan melalui kegiatan kelas ibu hamil, dengan tingginya
persalinan di fasilitas kesehatan maka diharapkan bayi yang
dilahirkan juga akan mendapatkan pelayanan yang sesuai standar.

5) Mendorong pemanfaatan jampersal dan sumber pembiayaan

lainnya.
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e. Analisis Efisiensi Sumber Daya
Capaian persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan
adalah 91,36% dan capaian kinerja dibandingkan dengan target

sebesar 89%.

3. Jumlah Kabupaten/ Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan
Kesehatan Balita
a. Definisi Operasional
Kabupaten/ kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan balita
adalah jumlah kabupaten/ kota yang memenuhi kriteria sebagai
berikut :
1) Seluruh puskesmas melaksanakan kelas ibu balita minimal di 50%
desa/ kelurahan.
2) Seluruh puskesmas melaksanakan pendekatan MTBS pada
kunjungan bayi muda dan balita sakit.
3) Seluruh puskesmas melaksanakan SDIDTK untuk menindaklanjuti
rujukan balita dengan kemungkinan gangguan perkembangan.

b. Capaian Indikator
Berikut ini adalah tabel capaian kriteria kabupaten/ kota yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan balita Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2021.

Tabel 6
Kriteria Kabupaten/Kota Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan
Balita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

PKM
melaksanakan PKM PKM
) i melaksana
kelas ibu balita | melaksanaka
Kabupaten/ : kan
No. Kota di 50% n pendekatan SDIDTK
desa/kelurahan | MTBS (target (target
0 0
(tar%eél\}l())om 100% PKM) 100% PKM)
1 | Karimun 100,00 100,00 100,00
2 | Bintan 100,00 86,67 100,00
3 | Natuna 100,00 100,00 100,00
4 | Lingga 100,00 83,33 100,00
5 | Anambas 14,29 57,14 100,00
6 | Batam 95,24 100,00 100,00
7 | Tanjungpinang 100,00 100,00 100,00
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PKM
melaksanakan PKM PKM
) . melaksana
kelas ibu balita | melaksanaka
Kabupaten/ . kan
No. Kota di 50% n pendekatan SDIDTK
desa/kelurahan | MTBS (target (target
0, 0,
(tar%eé I\]/-I():)OA) 100% PKM) 100% PKM)

Grafik 6
Kriteria Kabupaten/Kota Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan
Balita Provinsi Kepulauan RiauTahun 2021
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Pada tahun 2021, target jumlah kabupaten/ kota yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan balita di Provinsi Kepulauan
Riau adalah 2 kabupaten/kota. Jika dilihat berdasarkan tabel capaian
kriteria di atas diketahui bahwa kabupaten/ kota yang dapat memenuhi
kriteria kabupaten/ kota menyelenggarakan pelayanan kesehatan
balita adalah Kabupaten Karimun, Natuna, Kota Tanjungpinang
(capaian 3 kabupaten/ kota), artinya capaian Provinsi Kepulauan Riau
untuk indikator ini telah malebihi target. Kriteria pada indicator yang
sulit untuk dipenuhi ialah pada point kriteria puskesmas melaksanakan
kelas ibu balita dan puskesmas melaksanakan pendekatan MTBS.
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c. Analisis Capaian Indikator
Indikator kabupaten/ kota menyelenggarakan pelayanan kesehatan

balita telah mencapai target dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu

komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan indikator Standar

Pelayanan Minimal (SPM) terkait pelayanan balita dan upaya terus

menerus dalam pemenuhan kebutuhan dan kapasitas tenaga

kesehatan dalam pelayanan balita. Beberapa hambatan yang masih
menjadi kendala dalam pemenuhan indikator ini yaitu :

1) Adanya mutasi pegawai menyebabkan pelaksanaan program di
fasilitas pelayanan kesehatan menjadi kurang optimal.

2) Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa kegiatan
pertemuan seperti pelatihan dan orientasi terkait pelayanan
kesehatan balita tidak dapat dilaksanakan.

3) Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan pertemuan yang
bersifat mengumpulkan masyarakat seperti kelas ibu balita menjadi
terhambat karena ibu balita dan balita disarankan untuk tetap di
rumah dan meminimalisir kegiatan berkumpul dan ke luar rumah.

d. Upaya - Upaya yang Telah Dilakukan dalam Rangka
Meningkatkan Jumlah Kabupaten/ Kota yang Menyelenggarakan
Pelayanan Kesehatan Balita
1) Monitoring dan evaluasi berkala tingkat kabupaten/ kota dan

puskesmas.

2) Pemanfaatan buku KIA sebagai media edukasi kepada masyarakat
khususnya ibu hamil dan ibu balita beserta keluarga dan sarana
bagi ibu untuk dapat memantau tumbuh kembang balitanya.

3) Alternatif kegiatan kelas ibu balita dengan menggunakan media
online (via daring).

4) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan
kesehatan balita.

e. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Capaian jumlah kabupaten/ kota yang menyelenggarakan pelayanan

kesehatan balita adalah 3 (tiga) kabupaten/ kota dan capaian kinerja

dibandingkan dengan target sebesar 150%.
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Kegiatan zoom meeting Orientasi Kelas Ibu Hamil Tingkat Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021

4. Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan
Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja
a. Definisi Operasional

Kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak

usia sekolah dan remaja adalah jumlah kabupaten/kota yang

memenuhi kriteria sebagai berikut :

1) Minimal 40% puskesmas mampu laksana Pelayanan Kesehatan
Peduli Remaja (PKPR). Puskesmas PKPR adalah puskesmas yang
menyelenggarakan layanan konseling bagi anak usia sekolah dan
remaja (6 — 18 tahun) dan membina minimal 1 (satu) posyandu
remaja di wilayah kerja puskesmas.

2) Setiap puskesmas membina minimal 20% sekolah/ madrasah
(SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) melalui kegiatan UKS/M yang
ada di wilayah kerja puskesmas.

b. Capaian Indikator

Berikut ini adalah tabel capaian kriteria kabupaten/kota yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan

remaja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021.
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Tabel 7
Kriteria Kabupaten/ Kota Menyelenggarakan
Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja

Tahun 2021
PKM mampu PKM membina minimal
Kabupaten/ laksana 20% sekolah/madrasah
No. Kota _ F_’KPR (SD/MI, SMP/MTS,
(minimal 40% SMA/SMK/MA) (target
PKM) 100% PKM)
1 | Karimun 100 100,00
2 | Bintan 80,00 100,00
3 | Natuna 46,15 100,00
4 | Lingga 41,67 100,00
5 | Anambas 57,14 100,00
6 | Batam 28,57 100,00
7 | Tanjungpinang 100,00 100,00
Provinsi Kepri 64,79 100,00
Grafik 7

Cakupan Jumlah Kabupaten Kota Yang Menyelenggarakan
Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah & Remaja
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Target jumlah kabupaten/ kota yang menyelenggarakan pelayanan
kesehatan anak usia sekolah dan remaja di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021 adalah 4 kabupaten/kota. Jika dilihat berdasarkan tabel
capaian kriteria di atas diketahui bahwa ada 6 (enam) kabupaten/ kota
yang dapat memenuhi kriteria kabupaten/ kota menyelenggarakan

pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja yaitu Kabupaten
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Karimun, Bintan, Natuna, Lingga, Tanjungpinang dan Kepulauan
Anambas, artinya capaian Provinsi Kepulauan Riau untuk indikator ini
telah melebihi target. Kriteria yang sulit untuk dipenuhi ialah kriteria
puskesmas mampu laksana PKPR.

Analisis Capaian Indikator
Indikator kabupaten/ kota menyelenggarakan pelayanan kesehatan

anak usia sekolah dan remaja telah mencapai target dipengaruhi oleh
beberapa hal yaitu komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan
indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait pelayanan
kesehatan anak usia sekolah dan remaja dan upaya terus menerus
dalam pemenuhan kebutuhan dan kapasitas tenaga kesehatan dalam
pelayanan anak usia sekolah dan remaja. Beberapa hambatan yang
masih menjadi kendala dalam pemenuhan indikator ini yaitu :

1) Penambahan kriteria puskesmas mampu laksana PKPR yaitu harus
membina minimal 1 (satu) posyandu remaja sedangkan posyandu
remaja merupakan program baru yang akan dikembangkan di
beberapa kabupaten/ kota di Provinsi Kepulauan Riau sehingga
beberapa puskesmas belum membina posyandu remaja. Adanya
pandemi Covid-19 menyebabkan perencanaan pembentukan
posyandu remaja di beberapa puskesmas menjadi terhambat.

2) Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa kegiatan
pertemuan seperti pelatihan dan orientasi terkait pelayanan
kesehatan anak usia sekolah dan remaja tidak dapat dilaksanakan.

3) Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan rutin puskesmas
membina sekolah menjadi terhambat dan sekolah dilaksanakan
secara online (via daring) di rumah.

Upaya - Upaya yang Telah Dilakukan dalam Rangka

Meningkatkan Jumlah Kabupaten/ Kota yang Menyelenggarakan

Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja

1) Monitoring dan evaluasi berkala tingkat kabupaten/ kota dan
puskesmas.

2) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan

kesehatan usia sekolah & remaja.
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3) Pelaksanaan penjaringan  kesehatan peserta didik yang
disejalankan dengan pelaksanakan Bulan Imunisasi Anak Sekolah
(BIAS).

e. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Capaian jumlah kabupaten/ kota yang menyelenggarakan pelayanan

kesehatan anak usia sekolah dan remaja adalah 6 (enam) kabupaten/

kota dan capaian kinerja dibandingkan dengan target sebesar 150%.

5. Jumlah Kabupaten/ Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan
Kesehatan Usia Reproduksi
a. Definisi Operasional
Kabupaten/ kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia
reproduksi adalah jumlah kabupaten/ kota yang memenuhi kriteria
sebagai berikut :
1) Minimal 50% puskesmas memberikan pelayanan kesehatan
reproduksi calon pengantin (kespro catin).
2) Seluruh puskesmas mampu dan memberikan pelayanan KB pasca
persalinan.
Puskesmas mampu memberikan pelayanan kesehatan reproduksi
calon pengantin adalah puskesmas yang memberikan pelayanan
konseling/ KIE kesehatan reproduksi calon pengantin dan skrining
kesehatan bagi calon pengantin, minimal pemeriksaan status gizi
(pemeriksaan berat badan, tinggi badan, penentuan IMT, pemeriksaan
Lingkar Lengan Atas/ LiLA) dan tanda anemia (pemeriksaan
konjungtiva dan pemeriksaan hemoglobin). Pelayanan tersebut
diberikan oleh tenaga kesehatan (dokter dan/ atau bidan dan/ atau
perawat dan/ atau petugas gizi).

Puskesmas mampu dan memberikan pelayanan KB pasca salin
adalah puskesmas yang mampu dan memberikan pelayanan KB
kepada PUS setelah persalinan sampai kurun waktu 42 hari dengan
cara modern (AKDR/ pil/ suntik/ kondom/ MAL/ implan/ vasektomi)
yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter dan/ atau bidan)

sehingga puskesmas tersebut harus mempunyai minimal 2 (dua)
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orang tenaga kesehatan yang kompeten yaitu dokter dan/ atau bidan
yang mendapatkan pelatihan Contraceptive Technolgy Update (CTU)/
pelatihan Keluarga Berencana (KB)/ orientasi KB Pasca Persalinan
(KBPP).

Capaian Indikator

Berikut ini adalah tabel capaian kriteria kabupaten/ kota yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2021.

Tabel 8
Kriteria Kabupaten/ Kota Menyelenggarakan
Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi Tahun 2021

PKM. PKM mampu dan
memberikan )
memberikan
Kabupaten/ pelayanan
No. . pelayanan KB pasca
Kota kespro catin )
(minimal 50% persalinan (target
PKM) 100% PKM)
1 | Karimun 100,00 100,00
2 | Bintan 100,00 93,33
3 | Natuna 100,00 61,54
4 | Lingga 66,67 100,00
5 | Anambas 0,00 100,00
6 | Batam 100,00 100,00
7 | Tanjungpinang 100,00 100,00
Provinsi Kepri 80,95 93,55
Grafik 8
Kabupaten/ Kota Menyelenggarakan
Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi Tahun 2021
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Jika dilihat berdasarkan tabel capaian kriteria kabupaten/ kota
menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi di atas
diketahui bahwa pada tahun 2021 kabupaten/ kota yang masuk
kriteria adalah Kabupaten Karimun, Lingga, Batam dan Kota
Tanjungpinang (4 kabupaten/ kota) sedangkan targetnya adalah 2
(dua) kabupaten/ kota. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa
capaian Provinsi Kepulauan Riau untuk indikator kabupaten/ kota
menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi untuk tahun 2021
telah mencapai target.

c. Analisis Capaian Indikator
Indikator kabupaten/ kota menyelenggarakan pelayanan kesehatan

anak usia sekolah dan remaja telah mencapai target dipengaruhi oleh
beberapa hal yaitu komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan
indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait pelayanan
kesehatan reproduksi dan upaya terus menerus dalam pemenuhan
kebutuhan dan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan
kesehatan reproduksi. Beberapa hambatan yang masih menjadi
kendala dalam pemenuhan indikator ini yaitu :

1) Adanya mutasi pegawai yang sudah pernah dilatih atau diorientasi
pelayanan kesehatan reproduksi (pelayanan kesehatan reproduksi
calon pengantin dan pelayanan KB pasca salin) menyebabkan
pelaksanaan program menjadi kurang optimal.

2) Adanya keterbatasan alat dan bahan serta tenaga kesehatan analis
di beberapa puskesmas dan daerah untuk pemeriksaan
laboratorium bagi calon pengantin, seperti pemeriksaan
hemoglobin.

3) Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa kegiatan
pertemuan seperti pelatihan dan orientasi terkait pelayanan
kesehatan reproduksi tidak dapat dilaksanakan.

4) Koordinasi dengan lintas sektor seperti Kantor Kementerian Agama
dan KUA belum terjalin di beberapa daerah kabupaten/ kota.
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d. Upaya - Upaya yang Telah Dilakukan dalam Rangka
Meningkatkan Jumlah Kabupaten/ Kota yang Menyelenggarakan
Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi
1) Monitoring dan evaluasi berkala tingkat kabupaten/ kota dan

puskesmas.

2) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan
kesehatan reproduksi.

3) Pembinaan koordinasi dengan lintas sektor seperti Kantor
Kementerian Agama Tingkat Provinsi dan BKKBN Provinsi melalui
berbagai kegiatan.

e. Analisis Efisiensi Sumber Daya
Capaian jumlah kabupaten/ kota yang menyelenggarakan pelayanan

kesehatan usia reproduksi adalah 4 (empat) kabupaten/ kota dan

capaian kinerja dibandingkan dengan target sebesar 200%.

PENYIAPAN CATIN DARI HULU

Meningkatkan pemahaman remaja
mengenai Kesehatan Reproduksi
dalam penyiapan kehidupan dalam

berkeluarga

PEMBINAAN

mmmmm notes

Kegiatan zoom meeting Orientasi Penguatan Pelaksanaan Kesehatan
Reproduksi Catin Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Persentase Kabupaten/ Kota yang Menyelenggarakan Pelayanan
Kesehatan Lanjut Usia
a. Definisi Operasional
Kabupaten/ kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lanjut
usia adalah jumlah kabupaten/ kota yang memenuhi kriteria sebagai
berikut :
1) Seluruh puskesmas membina posyandu lansia minimal di 50%
desa di wilayah kerjanya.
2) Minimal 50% puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan

santun lansia.
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3) Kabupaten/ kota mengembangan program Perawatan Jangka

Panjang (PJP) bagi lansia. Program PJP ini dilaksanakan minimal

di 10% puskesmas dalam bentuk kegiatan Orientasi Program

Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia dan Panduan Praktis Bagi

Caregiver Informal.

Cara perhitungan indikator ini yaitu jumlah kabupaten/ kota yang

memenuhi

kriteria kabupaten/ kota yang menyelenggarakan

pelayanan kesehatan lanjut usia dibagi jumlah seluruh kabupaten/

kota dikalikan 100%.

b. Capaian Indikator
Berikut ini adalah tabel capaian kriteria kabupaten/ kota yang

menyelenggarakan

pelayanan

Kepulauan Riau Tahun 2021.

kesehatan

lanjut

Tabel 9
Kriteria Kabupaten/ Kota Menyelenggarakan
Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Provinsi Kepulauan Riau

usia Provinsi

Tahun 2021
Kabupaten/
PKM Kota
membina PKM yang melaksanaka
menyelengga
posyandu n program
o rakan .
lansia di PJP bagi
Kabupaten/ pelayanan .
No. 50% desa lansia
Kota S kesehatan . .
di wilayah . minimal di
. santun lansia
kerjanya . 10%
(minimal 50%
(target PKM) puskesmas
100% PKM) (Ya =1 ; Tidak
=0 )
1 | Karimun 100,00 100,00 1
2 | Bintan 100,00 53,33 1
3 | Natuna 100,00 100,00 1
4 | Lingga 100,00 50,00 1
5 | Anambas 100,00 100,00 1
6 | Batam 100,00 52,38 1
7 | Tanung 100,00 100,00 1
pinang
Provinsi Kepri 100,00 79,37 7
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Grafik 9
Presentase Persentase Kabupaten/ Kota Menyelenggarakan
Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021

ORNMNWRUO

Jika dilihat berdasarkan tabel capaian kriteria kabupaten/ kota
menyelenggarakan pelayanan kesehatan lanjut usia di atas diketahui
bahwa kabupaten/ kota yang dapat memenuhi kriteria adalah seluruh
Kab/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau (7 kabupaten/ kota atau 100%).

Jika dibandingkan dengan target persentase kabupaten/ kota

menyelenggarakan pelayanan kesehatan lanjut usia pada tahun 2021

yaitu sebesar 50% (minimal 4 kabupaten/ kota) maka dapat

disimpulkan bahwa untuk indikator ini capaian Provinsi Kepualaun

Riau sudah mencapai target.

Analisis Capaian Indikator

Indikator kabupaten/ kota yang menyelenggarakan pelayanan

kesehatan lanjut usia belum mencapai target karena indikator tersebut

merupakan indikator komposit, beberapa hal yang menjadi hambatan
dalam pemenuhannya vyaitu :

1) Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan pertemuan dan
pelatihan terkait program lansia tidak dapat dilaksanakan
sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, salah satunya
pelatihan atau orientasi Program Perawatan Jangka Panjang (PJP)
bagi lansia yang merupakan program baru bagi Provinsi Kepulauan
Riau dan kabupaten/ kota. Kegiatan orientasi program PJP hanya

dapat dilaksanakan secara virtual meeting pada 7 (tujuh)
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kabupaten/ kota saja yaitu seluruh Kab/Kota di Provinsi Kepulauan
Riau.

2) Adanya mutasi pegawai yang sudah pernah dilatih atau diorientasi
pelayanan kesehatan lansia menyebabkan pelaksanaan program
menjadi kurang optimal.

d. Upaya - Upaya yang Telah Dilakukan dalam Rangka
Meningkatkan Persentase Kabupaten/ Kota yang
Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia
1) Monitoring dan evaluasi berkala tingkat kabupaten/ kota dan

puskesmas.

2) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan
kesehatan lansia.

e. Analisis Efisiensi Sumber Daya
Capaian persentase kabupaten/ kota yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan lanjut usia adalah 100% kabupaten/kota dan

capaian kinerja dibandingkan dengan target sebesar 50%.

C. Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga

1. Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kesehatan Kerja
Sumber daya manusia Indonesia yang produktif merupakan modal
pembangunan bangsa, Untuk mewujudkannya dipengaruhi berbagai
aspek, termasuk kesehatan. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan
kesehatan Indonesia yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia
yang tinggi, maju, dan sejahtera. Pembangunan kesehatan nasional
dilakukan melalui pendekatan continuum of care, dimana usia kerja
menjadi salah satu target sasaran sasaran pembangunan kesehatan.
Kesehatan pekerja menjadi penting karena pekerja merupakan
penggerak roda perekonomian bangsa, asset bagi tempat kerja, tulang
punggung keluarga dan pencetak generasi penerus bangsa.
Saat ini terjadi pergeseran pola penyakit di Indonesia, kasus penyakit
tidak menular trendnya cenderung meningkat dibandingkan penyakit
menular. Hal ini tergambar dari hasil Riskesdas 2018, permasalahan
kesehatan pada usia produktif terjadi penurunan penyakit menular dari
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tahun 2013 ke tahun 2018. ISPA menurun dari 13,8% menjadi 4,4%,
malaria dari 1,4% menjadi 0,4%, begitu pula dengan angka diare dari
18,5% menjadi 12,3%. Sedangkan pada penyakit tidak menular
umumnya terjadi peningkatan. Stroke mengalami kenaikan dari 7%
menjadi 10,9%, gangguan ginjal kronis meningkat dari 2% menjadi 3,8%,
dan diabetes meningkat dari 1,5% menjadi 2%, begitu pula dengan
hipertensi dari 25,8 permil menjadi 34,1 permil.

Penyebab peningkatan penyakit tidak menular sebagai berikut :
95,5% penduduk kurang konsumsi buah dan sayur, 33,8% penduduk
memiliki kebiasaan merokok, 33,5% penduduk kurang melakukan
aktivitas fisik. Situasi ini memperlihatkan upaya promotif preventif menjadi
kunci utama keberhasilan pencapaian dampak pembangunan kesehatan.
Upaya promotif preventif yang perlu dibudidayakan adalah Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Enam pesan hidup sehat sesuai
Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang Germas antara lain : 1)
peningkatan aktivitas fisik, 2) peningkatan perilaku hidup sehat, 3)
penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, 4) peningkatan
pencegahan dan deteksi dini penyakit, 5) peningkatan kualitas
lingkungan sehat, 6) peningkatan edukasi hidup sehat.

Implementasi Germas pada pekerja dan kelompok masyarakat
diharapkan dapat mempercepat sinergisasi upaya promotif dan preventif
hidup sehat yang dilaksanakan baik oleh pemerintah, swasta dan seluruh
komponen bangsa. Masyarakat yang sehat akan meningkatkan
produktifitas bangsa dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan
kesehatan akibat penyakit.

Upaya perlindungan kesehatan bagi masyarakat termasuk
masyarakat pekerja salah satunya melalui upaya kesehatan kerja dan
olahraga, dengan mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa
mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif. Kegiatan promotif dan
preventif kesehatan pada pekerja terkait penyakit menular dan penyakit
tidak menular, serta kesehatan keluarga seperti kesehatan pekerja hamil

dan peningkatan ASI eksklusif pada ibu pekerja dapat diinisiasi dari
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lingkungan tempat kerja sebagai bagian terintegrasi dari penerapan
keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.

Penyelenggaraan upaya kesehatan pekerja dan olahraga dilaksanakan
secara berjenjang oleh pemerintah pusat sampai pemerintah daerah di
provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, sampai pada pelaksanaan di lokus
tempat kerja, dengan melibatkan peran lintas program, lintas sektor,
swasta (dunia usaha) serta peran aktif seluruh masyarakat melalui
pemberdayaan.

Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi kesehatan dan
keselamatan pekerja dari ancaman potensi bahaya yang dapat
merugikan kesehatan sebagai akibat kondisi maupun interaksi di tempat
kerja yang tidak memenuhi kaidah keselamatan dan kesehatan kerja.
Pekerja perlu mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif
termasuk hak untuk memperoleh Jaminan Kesehatan Nasional dan
Jaminan Kecelakaan Kerja dalam kaitannya dengan universal helath
coverage.

Sasaran upaya kesehatan kerja adalah semua pekerja bail sektor
formal maupun informal, khususnya kelompok usia produktif yang
merupakan sasaran utama standar pelayanan minimal bidang kesehatan.
Dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja agar sehat,
selamat, dan produktif perlu dilakukan upaya kesehatan kerja secara
terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Kegiatan kesehatan kerja dilaksanakan melalui pendekatan sektor formal
dan informal, dengan pokok kegiatan sebagai berikut:
1) Sektor Informal
- Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK)
2) Sektor Formal
- Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP)
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Fasyankes
- Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3RS)

- Pemeriksaan Kesehatan Pengemudi
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a. Definisi Operasional
Kabupaten/Kota yang melaksanakan kesehatan kerja adalah
kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja dengan kriteria:
1) Minimal 60% puskesmas di wilayah kerjanya melaksanakan
kesehatan kerja.
2) Tersedianya Surat Keputusan (SK) atau Surat Edaran (SE) yang
mendukung pelaksanaan upaya kesehatan di tempat kerja
3) Pembinaan kesehatan kerja di sekror formal
b. Rumus/ Cara Perhitungan Indikator
Jumlah kumulatif kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan
kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun
c. Capaian Indikator
Selama tahun 2021 target capaian indikator kabupaten/kota yang
melaksanakan kesehatan kerja berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK)
adalah sebanyak 5 (lima) kabupaten/kota. Standar minimal yang
ditetapkan adalah 60% puskesmas yang ada diwilayah kerja
kabupaten/kota. Namun karena situasi Pandemi Covid-19, standar
minimal menjadi 30% puskesmas yang ada di wilayah Kkerja
kabupaten/kota. Hasil Capaian sebagai berikut:

Tabel 10
Capaian Kinerja Kabupaten/Kota yang melaksakan Kesehatan Kerja
Provinsi Kepulauan RiauTahun 2021

Jumlah Jumlah PKM yang
No Kab/Kota Melaksanakan %
Puskesmas :
Kesehatan Kerja
1 Tanjungpinang 7 6 85,71
2 Bintan 14 9 64,28
3 Batam 20 8 40
4 Karimun 13 4 30,76
5 Lingga 11 8 72,72
6 Natuna 13 4 30,77
7 Anambas 7 1 14,29
Persentase Capaian 85 40 47 05
Kinerja ’
Untuk capaian 30% puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja di
wilayah kerja kab/kota : ada 6 kab/kota sumber : SITKO 2021
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Dari tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kabupaten/kota yang
melaksanakan Kesehatan Kerja selama tahun 2021 ada 6 (enam)
kabupaten/kota yaitu : Kota Tanjungpinang (85,71%), Kabupaten
Bintan (64,28%), Kota Batam (40%), Kabupaten Karimun (30,76%),
Kabupaten Lingga (72,72%), dan Kabupaten Natuna (30,77%). Data
ini menunjukkan bahwa berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK), Provinsi
Kepulauan Riau dengan target yaitu 5 (lima) kabupaten/kota dan
telah melebihi yang ditargetkan yaitu 6 (enam) kabupaten/kota.
Analisa Penyebab Keberhasilan Program
Tercapainya keberhasilan pelaksanaan program kesehatan kerja
dibeberapa kabupaten/kota merupakan kumulatif adanya dukungan
faktor pengungkit dan pendorong selama tahun 2021 yaitu : peran
aktif petugas kesehatan khususnya pengelola program, dukungan
dari pimpinan puskesmas, respon cepat kader pekerja informal dalam
pelaksanaan kesehatan kerja. Sedangkan faktor penghambat
pencapaian indikator antara lain : terbatasnya jumlah sumber daya
kesehatan, seringnya terjadi pergeseran/rotasi pegawai sehingga
berdampak pada kesinambungan kegiatan, jabatan rangkap
pengelola program, dan situasi pandemi Covid-19 yang membatasi
jalannya kegiatan program yang sudah direncakan masing-masing
puskesmas.
Upaya-Upaya yang telah dilakukan
1) Pembinaan, monitoring provinsi dan kabupaten ke puskesmas
2) Pemanfaatan Dana BOK Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan
puskesmas untuk menjalankan kegiatan program
3) Pemanfaatan dana dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi untuk
menjalankan kegiatan program
Analisa Efisiensi Sumber Daya
Capaian jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kesehatan
kerja adalah 6 kabupaten/kota dan capaian kinerja dibandingkan
dengan target sebesar 120%.
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Kegiatan Penguatan Pos UKK

2. Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kesehatan Olahraga

Paradigma sehat sebagai model pembangunan kesehatan jangka
panjang yang mampu mendorong masyarakat untuk bersikap mandiri
dalam menjaga kesehatan mereka secara mandiri melalui pemahaman
perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari dan upaya mencegah
penyakit.

Kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs) untuk
bidang kesehatan adalah menjamin kehidupan yang sehat dan baik untuk
semua orang disegala usia, saat ini dilanjutkan dengan Sustainable
Development Goals (SDGs). Kementerian Kesehatan Rl dalam RPJMN
2020-2024 telah menentukan strateginya dalam 5 (lima) point yaitu : 1)
peningkatan kesehatan ibu dan anak dan kesehatan reproduksi, 2)
Percepatan perbaikan gizi masyarakat, 3) Peningkatan pengendalian
penyakit, 4) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), 5)
Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.
Pembangunan dibidang kesehatan diharapkan akan menurunkan angka
kesakitan sehingga mengurangi absensi pekerja dan secara konstruktif
meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa.

Riskesdas 2013 menyatakan bahwa prevalensi penyakit tidak
menular (PTM) seperti obesitas sentral 26,6%, diabetes mellitus 2,1%,
penyakit jantung coroner 1,5%, sedangkan prevalensi factor risiko seperti
kurang aktivitas fisik 52,8%, kebiasaan merokok 21,2%. Faktor risiko dan
penyakit tidak menular aktivitas fisik/latihan fisik yang baik, benar, terukur

dan teratur untuk mencegah dan tata laksana pengobatannya. Kasus
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kegemukan pada anak perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya
diabetes pada anak dengan melakukan latihan fisik baik, benar, terukur
dan teratur. Postur tubuh yang baik bisa didapat dengan melakukan
latihan fisik yang baik, benar, terukur, teratur untuk mencegah keluhan
otot dan sendi di masa tua.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut pemerintah melalui
Kementerian Kesehatan telah menetapkan kesehatan olahraga sebagai
salah satu upaya pelayanan kesehatan yang mengutamakan pendekatan
promotif dan preventif tanpa mengabaikan pendekatan kuratif dan
rehabilitative secara terpadu bersama program lainnya seperti kesehatan
ibu, kesehatan anak (UKS), kesehatan kerja, kesehatan haji, kesehatan
lanjut usia, promosi kesehatan, dan lain-lain untuk meningkatkan derajat
kesehatan dan kebugaran jasmani melalui aktivitas fisik/latihan
fisik/olahraga. Jaminan kesehatan nasional perlu memperhartikan peran
kesehatan dan kedokteran olahraga dalam mendukung upaya preventif di
institusi kesehatan sehingga biaya yang ditanggung pemerintah untuk
upaya kuratif dapat diturunkan.

Kegiatan kesehatan olahraga sebagai berikut :
1) Pembinaan kebugaran anak sekolah
2) Pembinaan kebugaran jasmani pekerja (ASN)
3) Pembinaan kebugaran jasmani calon Jemaah haji
4) Pembinaan kelompok olahraga masyarakat
5) Pembinaan olahraga prestasi melalui dukungan kesehatan pada event
olahraga.
a. Definisi Operasional
Kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan olahraga adalah
kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan olahraga dengan
kriteria :
1) Minimal 60% puskesmas di wilayah kerjanya melaksanakan
kesehatan olahraga.
- Pengukuran kebugaran ASN dan anak sekolah/Jemaah haji
- Pembinaan kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas

fisik (ibu hamil, lansia, kelompok olahraga masyarakat)
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2) Pembinaan kebugaran jasmani pekerja tingkat kabupaten/kota
Rumus/ Cara Perhitungan Indikator

Jumlah kumulatif kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan
olahraga.

Capaian Indikator

Selama tahun 2021 target capaian indikator kabupaten/kota yang
melaksanakan kesehatan olahraga berdasarkan Perjanjian Kinerja
(PK) adalah sebanyak 5 (lima) kabupaten/kota..

Standar minimal yang ditetapkan adalah 60% puskesmas yang ada
diwilayah kerja kabupaten/kota. Namun karena situasi Pandemi
Covid-19, standar minimal menjadi 30% puskesmas yang ada di
wilayah kerja kabupaten/kota. Hasil Capaian sebagai berikut:

Tabel 11
Capaian Kinerja Kabupaten/Kota yang melaksakan Kesehatan
Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Jumlah Jumlah PKM yang
No Kab/Kota melaksanakan %
Puskesmas
kesehatan olahraga
1 Tanjungpinang 7 2 2,17
2 Bintan 14 5 35,71
3 Batam 20 0 0
4 Karimun 13 0 0
5 Lingga 11 1 9,09
6 Natuna 13 1 7,69
7 Anambas 7 0 0
Persentgse papalan 85 9 10,58
Kinerja
Untuk capaian 30% puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga di
wilayah kerja kab/kota : ada 2 kab/kota

Sumber Data
SITKO 2021

Dari tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kabupaten/kota yang
melaksanakan kesehatan olahraga selama tahun 2021 ada 2 (dua)
kabupaten/kota yaitu : Kota Tanjungpinang (2,17%), dan Kota Bintan
(35,71%). Data ini menunjukkan bahwa berdasarkan Perjanjian
Kinerja (PK), Provinsi Kepulauan Riau belum memenuhi target sesuai
PK yaitu 5 (lima) kabupaten/kota melaksanakan kesehatan olahraga,
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d. Analisa Penyebab Keberhasilan Program
Tercapainya keberhasilan pelaksanaan program kesehatan olahraga
dibeberapa kabupaten/kota merupakan kumulatif adanya dukungan
faktor pengungkit dan pendorong selama tahun 2021 yaitu : peran
aktif petugas kesehatan khususnya pengelola program, dukungan dari
pimpinan puskesmas. Sedangkan faktor penghambat pencapaian
indikator antara lain : terbatasnya jumlah sumber daya kesehatan,
seringnya terjadi pergeseran/rotasi pegawai sehingga berdampak
pada kesinambungan kegiatan, jabatan rangkap pengelola program,
dan situasi pandemi Covid-19 yang membatasi jalannya kegiatan
program yang sudah direncakan masing-masing puskesmas.
e. Upaya-Upaya yang telah dilakukan
1) Pembinaan, monitoring provinsi dan kabupaten ke puskesmas
2) Pemanfaatan Dana BOK Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan
puskesmas untuk menjalankan kegiatan program
3) Pemanfaatan dana dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi untuk
menjalankan kegiatan program
f. Analisa Efisiensi Sumber Daya
Capaian jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kesehatan

olahraga adalah 2 kabupaten/kota dan capaian kinerja dibandingkan

dengan target sebesar 40%.

Pengukuran Kebugaran Jasmani ASN OPD Provinsi Kepulauan Riau
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D. Penyehatan Lingkungan

1. Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan
(SBS)

Sampai dengan tahun 2019 indikator keberhasilan pelaksanaan
STBM di Kementerian Kesehatan adalah desa/kelurahan yang
melaksanakan STBM namun indikator ini tetap menjadi target indikator
pemerintahan provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 yang tertuang
didalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.
Indikator tersebut dari sisi pencapaian target telah tercapai, bahkan
melampaui target. Setiap kab/kota mengawal pencapaian tersebut dengan
terus melaksanakan pemicuan di desal/kelurahan, menciptakan natural
leader (kader desa) serta memfasilitasi penyusunan rencana Kkerja
masyarakat (RKM) dalam perubahan perilaku praktik baik dan intervensi
sarana sanitasi yang dibutuhkan masyarakat. Capaian untuk Desa
Kelurahan Melaksanakan STBM di Provinsi Kepulauan Riau sebesar
96.9% (404 Desa/Kelurahan) dari total 417 Desa/Kelurahan yang ada di
Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk mewujudkan perubahan perilaku masyarakat agar tidak lagi
buang air besar sembarangan dan menjawab percepatan akses sanitasi
aman menuju Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030
serta sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) yang diinginkan adalah NOL % masyarakat Indonesia
yang buang air besar sembarangan ditempat terbuka pada tahun 2024
maka target indikator yang awalnya desa/kelurahan yang melaksanakan
STBM berubah menjadi indikator ouput yang berkualitas yaitu
Desa/Kelurahan Stop BABS (SBS).

a. Definisi Operasional
Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan
(SBS) adalah Desa/kelurahan yang seluruh penduduknya tidak lagi
melakukan praktek buang air besar sembarangan dibuktikan melalui
proses verifikasi. Verifikasi yang dimaksud merupakan kegiatan yang

dilaksanakan oleh tim yang terlah dibentuk untuk memastikan
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perubahan perilaku di masyarakat dalam menerapkan pilar-pilar
STBM.

Cara Perhitungan

Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar
Sembarangan (SBS) dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

Jumlah desa/kel terverifikasi SBS
0 - 0,
% desa SBS Jumlah seluruh desa/kelurahan x 100 %

% desa SBS = ff? x 100 %

= 23.02%

Analisa Target dan Capaian serta Penyajian Data

Berdasarkan data Laporan program Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat per 31 Desember 2021, belum ada Kabupaten Kota yang
memenuhi target indikator desa/kelurahan SBS. Kabupaten Kota
dengan jumlah desa/kelurahan SBS paling tinggi yaitu Kabupaten
Bintan dan Kabupaten dengan realisasi paling sedikit yaitu Kabupaten
Kepulauan Anambas, hal ini terjadi dikarenakan mayoritas penduduk
di wilayah Kabupaten Anambas merupakan wilayah pesisir.
Visualisasi capaian perprovinsi terhadap target dan angka nasional
dapat dilihat pada grafik 10 berikut.

Grafik 10
Realisasi Kumulatif Per Kabupaten Kota
Indikator Persentase desal/kelurahan Stop Buang Air Besar
Sembarangan (SBS) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021
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Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, 31 Desember 2021
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Dari capaian tahun 2021 desa/kelurahan Stop Buang Air Besar
Sembarangan (SBS) belum tercapai, dimana jumlah desa kelurahan
Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) sebanyak 92
desa/kelurahan, dan pada tahun 2021 hanya bertambah 4
desa/kelurahan menjadi 96 desa/kelurahan. Penambahan jumlah
desa/kelurahan SBS hanya berasal dari Kabupaten Karimun dan
Kabupaten Natuna, sedangkan Kabupaten Kota yang lain tidak ada
penambahan jumlah desa/kelurahan. Adapun Nama desa/Kelurahan

yang menjadi desa/kelurahan SBS pada tahun 2021 diantaranya :

No Kabupaten Nama Desa

Kelurahan Tanjung Batu Barat

1 | Kabupaten Karimun Desa Gemuruh

Desa Batu Limau

2 | Kabupaten Natuna Desa Cemaga

Target dan realisasi indikator desa/kelurahan Stop Buang Air Besar

Sembarangan (SBS) dapat dilihat pada grafik 11

Grafik 11
Target dan Realisasilndikator Persentase desa/kelurahan
Stop Buang Air Besar Sembarangan (Sbs)
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

35 30 Capaian

30 Kinerja
’5 23’02| 76,73%
20

15
10

Target Indikator Realisasi Indikator

Secara keseluruhan untuk Indikator desa/kelurahan Stop Buang Air

Besar Sembarangan (SBS) pada tahun 2021 belum tercapai, dimana
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capaian indikator sebesar 23,02% dari target yang ditetapkan sebesar

30%. Hal ini berarti realisasi indikator tersebut hanya mencapai target

indikator dengan capaian kinerja sebesar 76,73 %.

Faktor Keberhasilan

Analisis penyebab/ program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

capaian program meliputi :

1) Adanya Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor
140/420.1/DINKES-SET/2020 tentang Percepatan
Desa/Kelurahan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarkat

2) Adanya dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik untuk
mendukung pelaksanaan kegiatan sanitasi total berbasis
masyarakat ditingkat Provinsi berupa pertemuan peningkatan
kapasitas dalam pelaksanaan STBM dan kegiatan pembinaan dan
pengawasan STBM

3) Adanya pengembangan jejaring/koordinasi lintas program/lintas
sektor dalam bentuk rapat bersama dengan lintas sektor terkait
untuk menyamakan persepsi dalam mewujudkan dan mendukung
pelaksanaan kegiatan peningkatan akses sanitasi masyarakat

4) Adanya Implementasi kegiatan intervensi peningkatan kualitas
kesehatan lingkungan stimulan jamban sehat dengan program
Teknologi Tepat Guna (TTG) sanitasi daerah spesifik di 20
desa/kelurahan se Provinsi Kepulauan Riau

5) Adanya Monitoring, pembinaan dan fasilitasi pendampingan
capaian target indikator secara kontinu ke Kabupaten Kota hingga
puskesmas

Faktor Penghambat

Analisis penyebab/ program/ kegiatan yang dapat menyebabkan

kegagalan meliputi :

1) Kondisi geografis Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Riau
yang mayoritas kepulauan sehingga banyak masyarakat tinggal
diwilayah pesisir
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2) Penduduk yang tinggal diwilayah pesisir tersebar di beberapa
pulau sehingga sulit untuk mencapai 100% desa/kelurahan stop

buang air besar sembarangan

3) Terjadinya Pandemi covid-19 yang mengakibatkan sebagian
anggaran di Kabupaten Kota dialokasikan untuk pencegahan dan
penanganan covid-19

4) Kondisi pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas
petugas/sanitarian dalam memverifikasi dan melakukan pemicuan
STBM.

5) Petugas Kesehatan Lingkungan atau Sanitarian Puskesmas
memiliki beban kerja ganda yang mana juga memiliki tanggung
jawab untuk kegiatan pencegahan pengendalian covid-19 dan

kegiatan vaksinasi covid-19

6) Tidak tersedianya data by name by address akses sanitasi terkini

diwilayah kabupaten kota

7) Pendampingan atau monitoring pasca pemicuan belum dilakukan

secara intensif

8) Proses peningkatan perubahan perilaku tidak dapat dilakukan
secara cepat, cenderung membutuhkan waktu yang relatif lama
dan kecukupan pendampingan petugas kepada masyarakat untuk
menerapkan perilaku yang lebih sehat dalam kehidupan sehari-

hari secara berkesinambungan.

9) Belum terbentuk Tim STBM di Tingkat Provinsi, Kabupaten,

maupun di Puskesmas/Kecamatan

10) Belum semua daerah Kabupaten/Kota membuat turunan regulasi

dari peraturan nasional terkait dengan STBM

11) Kondisi geografis daerah spesifik yang memerlukan opsi teknologi

yang khusus berupa Teknologi Tepat Guna (TTG) Sanitasi
12) Belum Maksimalnya dukungan dana serta sarana dan prasarana
untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan untuk
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mendorong desa/kelurahan yang sudah melaksanakan STBM
agar menjadi desa/kelurahan ODF

13) Jejaring kemitraan atau pokja terkait dengan sanitasi tidak aktif

14) Minimnya wirausaha sanitasi dan belum adanya dukungan
lembaga keuangan yang menjamin keberlanjutan wirausaha
sanitasi

Alternatif Solusi

Adapun alternatif solusi yang dilakukan untuk mengatasi faktor

penghambat meliputi :

1) Melaksanakan advokasi, koordinasi dan sosialisasi terkait STBM

2) Memaksimalkan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
sanitasi total berbasis masyarakat dan terfokus pada daerah
sasaran yang aktif kepada seluruh pengelola kesehatan
lingkungan di daerah dalam percepatan pencapaian target
indikator.

3) Memaksimalkan advokasi kepada pejabat daerah agar diperoleh
dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan sanitasi total berbasis
masyarakat.

4) Mendorong Kabupaten Kota untuk dapat membuat turunan
regulasi daerah berupa Peraturan Bupati, Surat Edaran Bupati
atau Instruksi Bupati terkait percepatan desa/kelurahan Stop
Buang Air Besar Sembarangan (SBS)

5) Memaksimalkan komunikasi aktif baik melalui media elektronik
maupun surat menyurat kepada seluruh pimpinan daerah dalam
rangka implementasi serta monitoring evaluasi data dan capaian
desa/kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)

6) Melanjutkan pendampingan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan
dana dekon dan DAK non Fisik yang optimal untuk percepatan
capaian sanitasi dasar yang sehat secara menyeluruh.

7) Mendorong Kabupaten Kota untuk melakukan verifikasi Desa /
Kelurahan Desa yang sudah klaim SBS

8) Menghimbau Desa/Kelurahan melaksanakan Deklarasi SBS untuk

memicu wilayah lain untuk SBS
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9) Feedback capaian program dilaksanakan setiap triwulan dan
berjenjang
10) Mengembangkan atau menduplikasi Teknologi Tepat Guna (TTG)
Sanitasi berupa Sistem Pengolahan Tinja Daerah Pesisir yang
sudah berhasil digunakan di 20 Desa/Kelurahan wilayah spesifik.
11) Mengembangkan pendanaan sanitasi dengan pembiayaan kredit
mikro seperti dana Ziswaf dll
Analisis Efisiensi Sumber Daya
Pada tahun 2021, anggaran dana dekonsentrasi yang dialokasikan
untuk pelaksanaan indikator persentase desa/kelurahan Stop Buang
air besar Sembarangan (SBS) sebesar Rp 46.781.000,- dan realisasi
anggaran untuk pelaksanaan indikator tersebut sebesar 99,61% atau
Rp 46.596.500,-. Anggaran dana dekonsentrasi untuk mendukung
indikator desa/kelurahan SBS pada tahun 2021 lebih kecll
dibandingkan tahun 2020, dimana pada tahun 2020 anggaran
dekonsentrasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan percepatan
desa/kelurahan SBS sebesar Rp.94.980.000,- .
Target indikator pada tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 30%
desa/kelurahan dan realisasi indikator tersebut sebesar 23,02%. Jika
realisasi anggaran dekonsentrasi disandingkan dengan capaian
kinerja, maka terwujud inefisiensi anggaran dikarenakan dengan
anggaran yang ada tidak dapat mencapai target yang ditetapkan
dengan capaian kinerja sebesar 76,73% (Grafik 12).

Grafik 12
Penyandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Dekonsentrasi
Indikator Persentase desa/kelurahan Stop Buang Air Besar
Sembarangan (SBS)
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Dokumentasi pelaksanaan kegiatan dalam mendukung percepatan
capaian indikator desa/kelurahan Stop Buang Air Besar (SBS) pada
tahun 2021 sebagai berikut :

Pertemuan Peningkatan Kapasitas Monitoring Pembangunan Sarana
Petugas Kesehatan Lingkungan Intervensi Kualitas Kesling TTG
Kabupaten/Kota Sanitasi

Monitoring Pelaksanaan Koordinasi bersama BTKL terkait
Program STBM Plus TTG Sanitasi

Koordinasi Lintas Sektor dalam Zoom meeting evaluasi Capaian
peningkatan akses sanitasi STBM bersama Kemenkes
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Jumlah Kabupaten Kota Sehat (KKS)

Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat sendiri merupakan
kegiatan pemerintah daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kondisi
lingkungan di wilayahnya kearah yang lebih baik sehingga dapat hidup
dengan aman, nyaman, bersih dan sehat untuk dihuni penduduk yang
dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan
kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah
daerah.

Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dilakukan melalui berbagai
kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk mewujudkannya dilaksanakan melalui
‘FORUM” atau dengan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada.
Forum tersebut disebut “FORUM KABUPATEN/KOTA SEHAT” atau
sebutan lain yang serupa sampai tingkat kecamatan dan desa.

Pencapaian Kota/Kabupaten Sehat merupakan suatu proses yang
berjalan terus menerus menciptakan dan meningkatan kualitas lingkungan
baik fisik, sosial, budaya, mengembangkan ekonomi masyarakat dengan
mengembangkan potensi-potensi masyarakat dengan cara
mernberdayakan mereka agar cepat saling mendukung dalam
menerapkan fungsi-fungsi kehidupan dalam membangun potensi
maksimal suatu Kota/Desa.

a. Definisi Operasional
Definisi Operasional Indikator Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan tatanan Kabupaten/Kota Sehat dengan kriteria
memiliki SK Tim Pembina KKS, SK Forum KKS tingkat
kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, serta rencana kerja
dan telah diverifikasi oleh Tim Pembina Provinsi.

b. Cara Perhitungan
Jumlah kabupaten/kota  yang telah memenuhi kriteria
penyelenggaraan kabupaten/kota Sehat.
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c. Analisa Target dan Capaian serta Penyajian Data

Dengan target penyelenggaraan KKS tahun 2021 sebanyak 2 kab
kota, menunjukkan capaian yg diharapkan meskipun saat ini daerah
masih terfokus menghadapi Pandemi COVID-19, hal ini dimungkinkan
karena sudah terjadi adaptasi di era kebiasaan baru sehingga aktifitas
pemerintahan dan masyarakat mulai berjalan meski dengan batasan-
batasan, sehingga capaian target indikator KKS tetap dapat terpenuhi.
Adapun target dan capaian jumlah kabupaten/kota sehat dapat dilihat
pada grafik 13

Grafik 13
Target dan Capaian Indikator Jumlah Kabupaten Kota Sehat
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Capaian
3 Kinerja
100 %

2 —)

Target Kinerja Capaian Kinerja

Pada tahun 2021, target indikator Jumlah Kabupaten Kota Sehat
sebesar 2 Kabupaten Kota, sedangkan realisasi indikator tersebut
sebesar 2 Kabupaten Kota, Itu berarti realisasi indikator tersebut
sudah mencapai target indikator dengan capaian kinerja sebesar 100
%. Kabupaten Kota yang melaksanakan tatanan kawasan sehat
dibuktikan dengan adanya SK kelembagaan dan rencana kerja dari
Tim Pembina dan Forum Kabupaten Kota Sehat, serta data dukung
pelaksanaan kegiatan yang dikirimkan kepada Tim Pembina Provinsi.
adapun pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat di Provinsi Kepulauan
Riau adalah sebagai berikut :
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Kelengkapan Administrasi Penyelenggaraan KKS
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021
. N . Laporan
No Kab/Kota SK Tl.m SK Forum Renja T|m Renja Kegiatan
Pembina Pembina | Forum
Tatanan
Keputusan
Walikota Keputusan
Tanjungpinang | Walikota
Nomor 268 Tanjungpinan
Tahun 2019 g Nomor 225
Kota tentang Tim Tahun 2019
1 Taniunapinan Pembina Kota | tentang v v Tidak ada
Jungp 9 Sehat dan Forum Kota
Kelompok Sehat
Kerja Kota Periode
Tanjungpinang | Tahun 2019 -
Tahun periode | 2021
2019-2021
Keputusan Keput_usz_:m
L. Bupati Bintan
Bupati Bintan .
Nomor Nomor :
291/IV/2020 186/11/2018
Kabupaten tentang tentang
2 . pembentukan v % Tidak ada
Bintan pembentukan
. . Forum
tim Pembina
) . Kabupaten
dan tim teknis
Kota Sehat
Kabupaten .
Sehat Bintan periode tahun
2018-2021
Keputusan \I;;a;il:(t:tzan
Walikota Batam Batam
Nomor KPTS Nomor-
263/HK/IX/201 KPTS '
3 | Kota Batam 9 tentgng Tim 206/HK/11/202 v v Tidak ada
Pembina Kota 0 tentan
Sehat Tahun Forum K%ta
2019 — 2021
Kota Batam Sehat Tahun
2019 - 2021
Keputusan Keputusan
Bupati Karimun | Bupati
tentang Nomor | Karimun
231 Tahun tentang
Kabupaten 2020 tentang Nomor 143
4 . P pembentukan Tahun 2020 v v Tidak ada
Karimun . .
Tim Pembina tentang
Kabupaten pembentukan
Sehat Karimun | Forum
Tahun 2019 - Kabupaten
2021 Sehat
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. N . Laporan
No Kab/Kota SK T|.m SK Forum Renja T|m Renja Kegiatan
Pembina Pembina | Forum
Tatanan
Karimun
Tahun 2019
- 2021
Keputusan
Bupati Li
pati tingga Keputusan
Nomor Bupati Lingga
106/KPTS/II/20 | - Pat -iNgg
19 tentang Nomor
285/KPTS/IV/
Pembentukan
. . 2020 tentang
Tim Pembina
perubahan
Kabupaten
. atas
Lingga Sehat Keputusan
Kabupaten Tahun 2019 Bupati Lingga
5 . P P 99 % v Tidak ada
Lingga Keputusan Nomor :
Bupati S | 86IKPTSNI20
P 99 20 tentang
Nomor embentukan
110/kPTSN20 | P
20 tentang forum
kabupaten
Pembentukan
. . sehat 2020
Tim Pembina
Kabupaten
Kabupaten Lingaa
Lingga Sehat 99
Tahun 2020
K
eputgsan Keputusan
Bupati Natuna .
Bupati
Nomor 44 Natuna
Tahun 2020
tentang Tim Nomor 95
Kabupaten _g Tahun 2020
6 Pembina v v Ada
Natuna tentang
Kabupaten .
Forim
Sehat
Kabupaten
Kabupaten
Sehat Natuna
Natuna Tahun Tahun 2020
2020
Ke
put_usan Keputusan
Bupati .
Bupati
Kepulauan
Kepulauan
Anambas
Anambas
Nomor 242 Nomor 141
Kabupaten Tahun 2017
. Tahun 2020
7 | Kepulauan tentang tim v s Ada
. tentang
Anambas pembina dan
o Forum
secretariat tim
claksana Kabupaten
pro ram Sehat
iak?upaten Periode
Kota Sehat 2020-2021
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. N . Laporan
SK Tim Renja Tim | Renja .
Kab/Kota . SK Forum ] . : Kegiatan
Pembina Pembina | Forum
Tatanan
Kabupaten
Kepulauan
Anambas

Seluruh Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau sudah

melaksanakan tatanan kawasan sehat, namun saat dilaksanakan

verifikasi KKS oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, hanya
terdapat 2 Kabupaten Kota yang mengirimkan lampiran pelaksanaan
kegiatan sesuai tatanan kabupaten Kota sehat yaitu Kabupaten

Natuna dan kabupaten Kepulauan Anambas.

Faktor Keberhasilan

Analisis penyebab/ program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

meliputi :

1) Penguatan kelembagaan Tim Pembina dan Forum Kabupaten Kota
Sehat melalui virtual zoom penguatan kelembagaan Kabupaten
Kota Sehat di daerah kabupaten kota

2) Adanya dukungan dana APBD untuk pelaksanaan kegiatan
penyelenggaraan kab/kota sehat

3) Penguatan jejaring/koordinasi lintas program/lintas sektor dalam
bentuk pertemuan antar stakeholder terkait untuk menyamakan
persepsi dalam mewujudkan dan mendukung pelaksanaan
kegiatan penyelenggaraan kab/kota sehat.

4) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin dan berjenjang
melalui media komunikasi secara online

Faktor Penghambat

Analisis penyebab/ program/ kegiatan yang dapat menyebabkan

kegagalan meliputi :

1) Keterbatasan anggaran untuk mendukung program kabupaten kota
sehat dikarenakan adanya relokasi anggaran untuk kegiatan
pengendalian pencegahan covid-19

2) Terjadinya perbedaan persepsi terkait kegiatan penyelenggaraan
KKS dan verifikasi KKS. Perbedaan persepsi tersebut yaitu jika
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Kabupaten/Kota yang tidak mengikuti verifikasi KKS maka
Kabupaten/Kota tersebut tidak dianggap sebagai Kabupaten/Kota
yang melaksanakan penyelenggaran KKS, padahal seharusnya
setiap tahun Kabupaten/Kota tetap menyelenggarakaan tatanan
dalam KKS vyang bertujuan untuk mencapai suatu kondisi
kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat.

3) Advokasi dan sosialisasi belum optimal dilakukan, sehingga banyak
yang belum memahami pentingnya penyelenggaraan Kabupaten
Kota Sehat dan beberapa kabupaten kota masih beranggapan
penyelenggaraan KKS merupakan kegiatan sektor kesehatan.

4) Regulasi atau pedoman atau petunjuk teknis penyelenggaraan KKS
yang terbaru belum ada, yang ada saat ini masih draft sehingga
Kabupaten Kota banyak yang belum focus dalam melaksanakan
KKS

5) Masyarakat belum banyak memahami pentingnya penyelenggaraan
kab/kota sehat

6) Kabupaten/Kota masih berfokus dalam mengejar penghargaan
swastisaba, seperti dari Padapa ke Wiwerda, Wiwerda ke Wistara,
bahkan mempertahankan status Wistara itu tersendiri.

7) Persyaratan minimal untuk mengikuti penghargaan Kabupaten Kota
Sehat tingkat nasioal cukup sulit dimana belum ada Kabupaten
Kota yang memiliki 60% desa/kelurahan SBS

Alternatif Solusi

Alternatif solusi yang dilakukan meliputi :

1) Memaksimalkan pembinaan penyelenggaraan kab/kota sehat dan
terfokus pada daerah sasaran yang aktif kepada seluruh
pengelola kesehatan lingkungan di daerah dalam percepatan
pencapaian target indikator

2) Memaksimalkan komunikasi aktif baik melalui media elektronik
maupun surat menyurat kepada seluruh pimpinan daerah terkait
penyelenggaraan kabupaten kota sehat

3) Memaksimalkan advokasi kepada pejabat daerah agar diperoleh

dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan

65

PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN MASYARAKAT

DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU



= GERMAS

Gerakan Masyarakat
: Hidup Sehat

kab/kota sehat khususnya dalam hal pendanaan penyelenggaraan
kab/kota sehat.
4) Melanjutkan kegiatan penguatan kelembagaan kabupaten kota
sehat
5) Memberikan penghargaan gubernur kepada Kabupaten Kota
Sehat yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat dan
laporannya dikirimkan ke tingkat provinsi
6) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
kabupaten kota sehat secara rutin
Analisis Efisiensi Sumber Daya
Pada tahun 2021, anggaran dana dekonsentrasi yang dialokasikan
untuk pelaksanaan indikator jumlah Kabupaten Kota Sehat sebesar
Rp 2.200.000,-dengan kegiatan berupa virtual zoom dengan
kabupaten kota terkait penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat. dan
realisasi anggaran untuk pelaksanaan indikator tersebut sebesar
100% atau Rp 2.200.000,-. Target indikator yang ditetapkan sebesar 2
kab/kota dan realisasi indikator tersebut sebesar 2 kab/kota sehingga
capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100%. Jika realisasi anggaran
dekonsentrasi disandingkan dengan capaian kinerja, maka terwujud
efisiensi anggaran dikarenakan capaian kinerja sebesar 100% dapat
dicapai dengan minimnya alokasi anggaran dekonsentrasi untuk
mendukung pelaksanaan kegiatan. Dikatakan efisiensi anggaran
karena dengan minimnya anggaran yang dialokasikan dapat
mencapai capaian kinerja diatas 100% (realisasi indikator memenuhi

target yang ditetapkan).
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Grafik 14
Penyandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Dekonsentrasi
Indikator Jumlah Kabupaten Kota Sehat Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021
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Dokumentasi pelaksanaan kegiatan dalam mendukung capaian

Indikator Kabupaten Kota Sehat pada tahun 2021 sebagai berikut :

Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Verifikasi Provinsi Penyelenggaraan
Kabupaten Kota Sehat Kabupaten Kota Sehat

= @
— TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT
B KAB. KEPULAUAN SELAYAR

'UPAYA DAN STRATEGI
“MENUIU SELAYAR WISTARA 4"

Drsamporkan oleh
Mahammad Arsyod, SKM. M. Kes. MSOH.
podo

T [ ves ProvKepris screen i S —
Tim Provinsi memeriksa kelengkapan Virtual Meeting bersama Tim Pembina
dokumen penyelenggaraan KKS dan Forum KKS se Kepri
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3. Persentase Sarana Air Minum yang Dilakukan Pengawasan

Pengawasan Kualitas air minum merupakan upaya yang dilakukan
untuk mengawasi kualitas air minum dari pelaksana pelaksana
penyelenggara air minum baik secara internal maupun eksternal terhadap
air yang dihasilkan dan harus memenuhi syarat secara fisik, kimia,
maupun mikrobiologi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
492/MENKES/PER/IV/2010.

Pengawasan kualitas air minum diatur dalam Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana dan
Pengawasan Kualitas Air Minum, dimana disebutkan bahwa pengawasan
Internal dilakukan oleh penyelenggara air minum komersial dan
pengawasan Eksternal oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Setiap
pelaksana penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang
diproduksinya aman bagi kesehatan. Oleh karena itu pengawasan kualitas
air minum, baik oleh internal maupun eksternal diperlukan agar
masyarakat mendapatkan air minum yang tidak hanya layak, namun juga
aman untuk dikonsumsi.

a. Definisi Operasional

Definisi Operasional dari Indikator Pengawasan kualitas air minum

adalah Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan

kualitas air minumnya sesuai standard, Yang dimaksud
diawasi/diperiksa adalah:

1) Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)

2) Uji kualitas air

Penyelenggara air minum adalah :

a. PDAM/BPAM/PT yang terdaftar di Persatuan Perusahaan Air

Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi)

b. Sarana air minum perpipaan non PDAM (PAMSIMAS)

c. Depot Air Minum
b. Cara Perhitungan

Perhitungan indikator Persentase Sarana Air Minum Diawasi/Diperiksa

Kualitas Air Minumnya Sesuai Standard adalah jumlah sarana air
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minum yang diawasi dibagi dengan jumlah sarana air minum yang ada

yang ada di wilayah tersebut (total sarana) dikali 100%.

% Sarana Air Jumlah Sarana yang diambil sampel
Mimun yang = __ % 100 %
diawasi Jumlah seluruh sarana air Minum
% Sarana Air 808
Mimun yang = X 100 %
diawasi 1.607
= 50,28%

c. Analisa Taget dan Capaian serta Penyajian Data

Pengawasan Sarana air minum dilakukan dengan melaksanakan
Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan Pengujian Kualitas air minum
dengan melakukan pengambilan sampel pada sarana air minum.
Jumlah Sarana yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)
sebanyak 1.136 Sarana air Minum, namun yang dilakukan pegambilan
sampel kualitas air minumnya sebanyak 808 sarana air minum.
Kegiatan Pengawasan Kualitas Air Minum yang dilaksanakan di
Kabupaten Kota dapat dilihat pada Tabel 13

Tabel 13
Realisasi Komulatif Kabupaten Kota Indikator Persentase Sarana
Air Minum yang Dilakukan Pengawasan di Provinsi Kepulauan Riau

INSPEKSI KESEHATAN
LINGKUNGAN (IKL) PEMERIKSAAN
JUMLAH
KAB/KOTA SARANA JUMLAH
AIR MINUM JUMLAH SARANA AIR
SARANA AIR % MINUM %
MINUM DI IKL DIAMBIL
SAMPEL
Karimun 248 172 69.4 170 68.5
Bintan 225 216 96.0 124 55.1
Natuna 160 103 64.4 37 23.1
Lingga 228 203 89.0 109 47.8
Batam 479 182 38.0 150 31.3
Tanjungpinang 219 215 98.2 206 94.1
Kep.Anambas 48 45 93.8 12 25.0
Kepulauan
Riau 1,607 1,136 70.7 808 50.28

Sumber : Laporan Kesehatan Lingkungan, 2021
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Pada tabel 13 menunjukan bahwa Kota Tanjungpinang sebagai
Kabupaten Kota dengan persentase sarana air minum yang dilakukan
pengawasan yang tertinggi dengan pengawasan terhadap sampel air
sebesar 94,1% dan hanya 3 Kabupaten/Kota yang capaian
persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan yang
memenuhi target indikator diantaranya Kabupaten Karimun,
Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang, sedangkan untuk 4
Kabupaten Kota Lainnya belum memenuhi target yang ditetapkan
dikarenakan berbagai kendala seperti Sumber Daya Manusia (SDM),
Biaya dan waktu pelaksanaan. Capaian target indikator sarana air
minum diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar se
provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tergambar dalam grafik
sebagai berikut

Grafik 15.
Target dan Realisasi Indikator Persentase
Sarana Air Minum yang Dilakukan Pengawasan
Tahun 2021

Capaian Kinerja 50,28
100,56%

50

Target Indikator Realisasi Indikator

Pada tahun 2021, target indikator Persentase sarana air minum yang
dilakukan pengawasan berdasarkan perjanjian kinerja sebesar 50%
yaitu dari 1.607 sarana air minum, Sedangkan realisasi indikator
tersebut sebesar hanya 50,28 % yaitu 803 sarana yang diawasi atau
yang diambil sampelnya, dapat diartikan bahwa realisasi indikator
tersebut sudah mencapai target indikator dengan capaian kinerja
sebesar 100,56%.

PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN MASYARAKAT
DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU




Gerakan Masyarakat
: Hidup Sehat

d. Faktor Keberhasilan
Analisis penyebab/ program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
meliputi :

1) Adanya dukungan sarana dan prasarana bagi Puskesmas
terpilin berupa sanitarian kit yang ada di puskesmas

2) Adanya Monitoring dan Evaluasi secara rutin terhadap
pelaksanaan Pengawasan Kualitas Air minum

3) Adanya pertemuan koordinasi dilaksanakan intens oleh
Direktorat Kesehatan Lingkungan dengan Dinkes Prov/kab/Kota
serta dengan lintas program/linsek/mitra pembangunan air
minum untuk seluruh kegiatan dalam rangka percepatan capaian
air minum aman, termasuk mendorong peningkatan capaian
indikator. Apalagi situasi masih pandemic dilaksanakan melalui
daring walaupun ada beberapa daerah terkendala sinyal.

4) Adanya dukungan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non
Fisik tingkat Provinsi untuk pelaksanaan pembinaan dan
monitoring peningkatan kualitas air dan akses air minum aman

e. Faktor Penghambat
Analisis penyebab/ program/ kegiatan yang dapat menyebabkan

kegagalan meliputi :

1) Petugas Kesehatan Lingkungan atau Sanitarian Puskesmas
memiliki memiliki tanggung jawab lain untuk kegiatan
pencegahan pengendalian covid-19 dan kegiatan vaksinasi
covid-19

2) Belum semua Pemerintah daerah mengalokasikan anggarannya

untuk program pengawasan kualitas air minum.

3) Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait penyehatan
air. Dimana daerah tidak memiliki/ menganggarkan dana untuk
melaksanakan pemeriksaan sampel ke laboratorium yang
terakreditasi. Sementara Puskesmas pun tidak memiliki reagen

untuk melakukan pemeriksaan sampel air minum.
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4) Tingginya biaya pemeriksaaan sampel ke laboratorium
terakreditasi, dikarenakan laboratorium terakreditasi hanya ada

di Kota Batam

5) Belum optimalnya sistem pelaporan kegiatan pengawasan

kualitas air minum yang sudah berbasis elektronik (internet)

f. Alternatif Solusi
Alternatif solusi yang dapat dilakukan dari faktor penghambat meliputi:

1) Memaksimalkan pendanaan untuk upaya penyehatan air melalui
kegiatan pengawasan kualitas air minum melalui pendanaan
Dana Alokasi Khusus Non Fisik atau BOK Puskesmas

2) Memaksimalkan komunikasi aktif baik melalui media elektronik
maupun surat menyurat kepada seluruh pimpinan daerah dalam
rangka implementasi serta monitoring evaluasi data dan
pelaporan tepat waktu.

3) Melanjutkan kegiatan monitoring dan evaluasi pengawasan
kualitas air minum kepada seluruh pengelola kesehatan
lingkungan tingkat Puskesmas dan Kabupaten/Kota untuk
penyelenggaraan penyehatan air yang terstandar dan pelaporan
tepat waktu melalui sistem monitoring elektronik.

4) Membuat usulan kepada Kementerian Kesehatan atau usulan
pada dana DAK Fisik Kabupaten Kota terkait sarana dan
prasarana penyehatan air melalui pengadaan sanitarian kit atu
kesling kit bagi daerah yang belum memiliki sanitarian kit

5) Mendorong Puskesmas untuk melakukan pengadaan reagen
untuk pemeriksaan kualitas air minum

6) Feedback capaian program agar dilaksanakan setiap triwulan
dan berjenjang

7) Pemerintah/Pemda harus segera menyiapkan kapasitas
Laboratorium yang terakreditasi sehingga dapat digunakan
sebagai Laboratorium rujukan pemeriksa kualitas air minum

8) Pemerintah Daerah agar memaksimalkan pendanaan pada

tahun 2022 baik berupa dana dekonsentrasi serta dana DAK
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Non Fisik untuk program PKAM sehingga dapat melaksanakan

pengawasan kualitas air minum/surveilans KAMRT
Analisis Efisisensi Sumber Daya
Pada tahun 2021, anggaran dana dekonsentrasi yang dialokasikan
untuk pelaksanaan indikator Persentase Sarana Air Minum yang
Dilakukan Pengawasan hanya berasal dari Dana Dekonsentrasi
sebesar Rp 20.640.000,- dan realisasi anggaran untuk pelaksanaan
indikator tersebut sebesar 100 %. Anggaran dana dekonsentrasi untuk
mendukung indikator sarana air minum yang dilakukan pada tahun
2021 lebih kecil dibandingkan tahun 2020, dimana pada tahun 2020
anggaran dekonsentrasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
percepatan desa/kelurahan SBS sebesar Rp 106.234.000,-
Untuk Target indikator sarana air minum yang dilakukan pengawsan
pada tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 50 % dan realisasi indikator
sebesar 50,28%. Jika realisasi anggaran disandingkan dengan
capaian kinerja, maka terwujud efisiensi anggaran dikarenakan
capaian kinerja sebesar 100% dapat dicapai dengan realisasi
anggaran sebesar 100% (Grafik 6). Dikatakan efisiensi anggaran
karena dengan besaran anggaran yang dialokasikan dapat mencapai
capaian kinerja 100% (realisasi indikator memenuhi target yang
ditetapkan).

Grafik 16
Penyandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Dana
Dekonsentrasi Indikator Persentase Sarana
Air Minum yang Dilakukan
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Dokumentasi pelaksanaan kegiatan dalam mendukung capaian
Indikator Sarana Air Minum yang dilakukan pengawasan pada tahun

Praktek Cara Pengujian Sampel Air
dengan menggunakan Sanitarian Kit
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Virtual Zoom Evaluasi Pengawasan Uji Petik Inspeksi Kesehatan
Kualitas Air Bersama Kemenkes dan Lingkungan (IKL) Sarana Air Minum
Dinkes Kab/Kota

4. Jumlah Fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah medis
sesuai standar

Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan
kesehatan (Fasyankes) pasti menimbulkan limbah yang berbahaya bagi
kesehatan. Limbah yang dihasilkan dalam kegiatan pelayanan kesehatan
membawa potensi infeksi dan cedera yang lebih tinggi daripada jenis
limbah lainnya. Langkah-langkah untuk memastikan pengelolaan limbah
pelayanan kesehatan yang aman dan ramah lingkungan dapat mencegah
dampak kesehatan dan lingkungan yang merugikan dari limbah tersebut
sehingga dapat melindungi kesehatan pasien, petugas kesehatan, dan
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masyarakat. Kegiatan pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk
melindungi dan memulihkan kesehatan serta menyelamatkan nyawa
sehingga perlu dipastikan terlaksananya pengelolaan limbah pelayanan
kesehatan yang aman dan ramah lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 59 bahwa setiap
orang yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya dan dalam hal
setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah,
pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Limbah medis yang
dihasilkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) termasuk dalam
katagori limbah B3. Pengelolaan Limbah Medis fasyankes secara teknis
telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
nomor P56 tahun 2015 yang mengatur mengenai Tata Cara dan
Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit dan
mempunyai tenaga yang memahami pengelolaan limbah medis di
fasyankes.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang menjadi target
dalam indikator ini adalah seluruh Rumah Sakit (pemerintah & swasta)
dan puskesmas yang terdaftar di Provinsi Kepulauan Riau yang
melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar.

a. Definisi Operasional
Definisi operasional dari Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah
medis sesuai standar adalah rumah sakit dan pusat kesehatan
masyarakat yang melakukan pemilahan, pewadahan, pengangkutan
yang memenuhi syarat, penyimpanan sementara limbah B3 di Tempat
Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPSLB3) yang berizin, serta
melakukan pengolahan secara mandiri sesuai persyaratan atau
berizin dan/atau bekerja sama dengan jasa pengolah limbah B3 yang

berizin.
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b. Cara Perhitungan
Jumlah kumulatif Fasyankes (Rumah Sakit dan Puskesmas) yang
memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar.

c. Analisa Target dan Capaian serta Penyajian Data
Analisa target dan penyajian data per Kabupaten Kota untuk indikator
Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar
pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Pengelolaan Limbah Medis di Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021

Bekerja
- TPS B3
Fasilitas Jumlah Melakukan Sama
No Pelayanan Fasyankes | Pemilahan - Tidak de_n gan
Kesehatan Berizin Berizin Plh_ak
ketiga
1 | Tanjungpinang 10 10 3 7 Ya
2 | Bintan 17 17 2 15 Ya
3 | Lingga 15 15 0 15 Ya
4 | Karimun 16 16 3 13 Ya
5 | Batam 42 42 15 27 Ya
6 | Natuna 16 16 1 15 Ya
7 | Anambas 10 10 0 10 Ya
Sumber : Laporan Kesehatan Lingkungan, 2021

Grafik 17
Target dan Realisasi
Indikator Jumlah Fasyankes yang melaksanakan
Pengelolaan Limbah Medis sesuai Standar Tahun 2021
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Pada tahun 2021, target indikator fasyankes yang melaksanakan
Pengelolaan Limbah Medis sesuai Standar adalah 30 Fasyankes (RS
dan Puskesmas) dari 126 Fasyankes. Realisasi indikator tersebut
adalah sebesar 24 Fasyankes yang melaksanakan pengelolaan
limbah medis sesuai standar. Hal ini berarti realisasi indikator tersebut
belum mencapai target indikator dengan capaian kinerja sebesar 80%.

Grafik 18
Penyandingan Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Dekonsentrasi Indikator Jumlah Fasyankes
yang Melaksanakan Pengelolaan Limbah Medis sesuai Standar
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Pada tahun 2021, anggaran dekonsentrasi yang dialokasikan untuk
pelaksanaan indikator jumlah fasyankes yang melaksanakan
Pengelolaan Limbah Medis sesuai Standar adalah Rp 34.659.000,-
dan realisasi anggaran untuk pelaksanaan indikator tersebut sebesar
99,37% atau Rp 34.439.000,-. Kegiatan yang dilaksanakan berupa
penguatan pengelolaan limbah medis fasyankes dengan
melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah
medis di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan yang terpilih. Target
indikator yang ditetapkan sebesar 30 fasyankes dan realisasi indikator
tersebut sebesar 24 Fasyankes sehingga capaian kinerja yang
diperoleh sebesar 80%.

Faktor Keberhasilan

Analisis penyebab/ program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

meliputi:
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1) Adanya sosialisasi dan advokasi serta pertemuan luring tentang
pengelolaan limbah medis fasyankes yang diselenggarakan oleh
kementerian kesehatan dan kementerian lingkungan hidup

2) Peningkatan koordinasi melalui rapat bersama fasilitas pelayanan
kesehatan dalam rangka evaluasi pengelolaan limbah medis
fasyankes

3) Pengembangan jejaring/koordinasi lintas program/lintas sektor
untuk menyamakan persepsi dalam mewujudkan dan mendukung
pelaksanaan kegiatan pengawasan pengelolaan limbah medis

4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawsan pengelolaan limbah
medis secara rutin dan berjenjang

Faktor Penghambat

Analisis penyebab/ program/ kegiatan yang dapat menyebabkan

kegagalan meliputi :

1) Masih kurangnya kuantitas dan kualitas petugas kesehatan

lingkungan dalam melaksanakan pengelolaan limbah medis

2) Masih belum optimalnya penganggaran terkait pengelolaan limbah
medis fasyankes

3) Belum semua fasyankes (terutama puskesmas) yang memiliki
dukungan sarana dan prasarana pengelolaan limbah medis yang
sesuai standard, misalnya masih banyak fasyankes yang belum
memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang belum
memiliki izin, waktu penyimpanan limbah tidak sesuai dengan

aturan dan lain sebagainya

4) Proses peningkatan atau pemenuhan sarana dan prasarana tidak
dapat dilakukan secara cepat, cenderung membutuhkan anggaran

dan waktu yang relatif lama dan perlu pendampingan secara rutin

5) Pelaksanaan kegiatan pengawasan pengelolaan limbah medis
perlu melibatkan multi sektor sehingga perlu memperkuat jejaring

kemitraan, dan kapasitas Sumber Daya Manusia.
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6) Belum ada pihak ketiga yang berizin yang mau mengelola limbah
medis diwilayah kabupaten anambas dan natuna dikarenakan

alasan letak geografis yang cukup jauh
7) Besarnya biaya pengelolaan limbah medis dengan pihak ketiga

8) Mayoritas Fasyankes yang sudah memiliki alat pengolah limbah

berupa incinerator belum memiliki izin operasional

Alternatif Solusi

Alternatif solusi yang dilakukan meliputi :

1) Memaksimalkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka
pengelolaan limbah medis fasyankes

2) Memaksimalkan komunikasi aktif baik melalui media elektronik
maupun surat menyurat kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan
dalam rangka implementasi serta monitoring evaluasi data dan
pelaporan tepat waktu.

3) Memaksimalkan advokasi kepada pejabat daerah agar diperoleh
dukungan terhadap pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah
medis dan radiasi khususnya dalam hal pendanaan.

4) Melakukan pendampingan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus
(DAK) fisik yang optimal untuk pemenuhan sarana dan prasarana
pengolahan limbah medis di puskesmas

5) Melanjutkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin dan
berjenjang dan memberikan pelaksanaan pengelolaan limbah
medis yang dilaksanakan dipuskesmas

Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pada tahun 2021, anggaran dekonsentrasi yang dialokasikan untuk

mendukung pelaksanaan indikator jumlah fasyankes yang

melaksanakan Pengelolaan Limbah Medis sesuai Standar adalah Rp

34.659.000,- dan realisasi anggaran untuk pelaksanaan indikator

tersebut sebesar 99,37% atau Rp 34.439.000,-. Kegiatan yang

dilaksanakan berupa penguatan pengelolaan limbah medis fasyankes
dengan melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan
limbah medis di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan yang terpilih.

Target indikator yang ditetapkan sebesar 30 fasyankes dan realisasi
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indikator tersebut sebesar 24 Fasyankes sehingga capaian kinerja
yang diperoleh sebesar 80%. Jika realisasi anggaran dekonsentrasi
disandingkan dengan capaian kinerja, maka terwujud inefisiensi
anggaran dikarenakan dengan anggaran yang ada tidak dapat

mencapai target yang ditetapkan.

Grafik 19
Penyandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Dekonsentrasi Indikator Jumlah Fasyankes yang Melaksanakan
Pengelolaan Limbah Medis sesuai Standar

120 -

99,37

100 -
80 - 76,67
60 -

40 -

20 -

Realisasi Kinerja (%) Realisasi Keuangan (%)

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan dalam mendukung capaian
Indikator jumlah fasyankes yang melaksanakan limbah medis sesuai
standar pada tahun 2021 sebagai berikut :

Pengawasan Pengelolaan Limbah Pengawasan Pengelolaan Limbah
Padat Medis Puskesmas Medis Cair Rumah Sakit
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5. Persentase Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang

memenuhi syarat sesuai standar

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pangan
yang disediakan di luar rumah, maka produk-produk pangan yang
disediakan oleh perusahaan atau perorangan yang bergerak dalam
usaha penyediaan pangan untuk kepentingan umum, haruslah terjamin
kesehatan dan keamanannya. Hal ini hanya dapat terwujud bila ditunjang
oleh kondisi higiene dan sanitasi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)
yang memenuhi syarat kesehatan sehingga aman bagi konsumen dan
masyarakat yang mengkonsumsinya.

TPP yang dimaksud meliputi rumah makan, restoran, jasaboga,
kantin, pangan jajanan dan sejenisnya, termasuk depot air minum isi
ulang. Sebagai salah satu jenis tempat pelayanan umum yang mengolah
dan menyediakan pangan bagi masyarakat banyak, maka TPP memiliki
potensi yang cukup besar untuk menimbulkan gangguan kesehatan atau
penyakit bahkan keracunan akibat dari produk pangan yang dihasilkannya
tidak memperhatikan aspek higiene dan sanitasi. Dengan demikian
kualitas pangan yang dihasilkan, disajikan dan dijual oleh TPP harus

memenuhi persyaratan kesehatan.

a. Definisi Operasional
Tempat pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat kesehatan
adalah TPP yang dilaksanakan pengawasan melalui inspeksi

kesehatan lingkungan (IKL) dan memenuhi syarat sesuai standar.
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TPP terdiri dari: rumah makan/restoran/jasaboga/ sentra pangan
jajanan, depot air minum.

b. Cara Perhitungan
Jumlah TPP yang memenuhi syarat kesehatan berdasarkan hasil
inspeksi Kesehatan Lingkungan sesuai standar dibanding jumlah TPP
terdaftar dikali 100%.

Jumlah TPP yang memenuhi syarat

0 e 0,
% TPP MS Jumlah TPP terdaftar x 100 %
% TPP MS = % X 100 %

= 51.33%

c. Analisa Target dan Capaian serta Penyajian Data
Capaian indikator Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi
syarat kesehatan sebesar 51,33%, capaian ini berdasarkan data
online dilaporan pada sistem e-monitoring HSP yang diinputkan oleh
Puskesmas di aplikasi emonev pada website
https://tpm.kemkes.go.id per 30 Desember 2021. Visualisasi capaian

per Kabupaten Kota terhadap target dan angka Provinsi dapat dilihat
pada grafik 2 bOerikut.

Grafik 20
Realisasi Per Kabupaten Kota
Indikator Persentase TPM yang Memenuhi Syarat Sesuai Standar

Tahun 2021
71,95
68,39
56,08 Target
o133 4971 o
4533 44%

36,84
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Sumber : e-monev HSP, 30 Desember 2021
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Pada Grafik 20 bahwa Kabupaten Lingga menempati peringkat
pertama sebagai Kabupaten Kota dengan jumlah persentase TPP
memenuhi syarat tertinggi yaitu 71.95% dan terdapat 2 Kabupaten
yang capaian jumlah TPP memenuhi syarat dibawah target indikator
yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Karimun.

Grafik 21
Target dan Realisasi
Indikator Persentase TPP yang Memenuhi Syarat Sesuai Standar

Tahun 2021
100
30 C_apalian
Kinerja
116,66%
60 51,33
“ __ T
40
20
0
Target Indikator Realisasi Indikator

Pada tahun 2021, target indikator Tempat pengelolaan Pangan (TPP)
yang memenuhi syarat kesehatan berdasarkan perjanjian kinerja
sebesar 44 % Sedangkan realisasi indikator tersebut sebesar hanya
51,33 %, sehingga dapat diartikan bahwa realisasi indikator tersebut
sudah melebihi atau mencapai target indikator dengan capaian kinerja
sebesar 116,66%.

d. Faktor Keberhasilan

Analisis penyebab/ program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

meliputi:

1) Adanya dukungan sarana dan prasarana bagi Puskesmas terpilih
berupa sanitarian kit untuk di Puskesmas di 7 Kabupaten Kota
untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan TPP.

2) Pengembangan koordinasi kepada petugas sanitarian dan

pengelola kesehatan lingkungan kabupaten kota melalui media
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komunikasi untuk menyamakan persepsi dalam mewujudkan dan
mendukung pelaksanaan kegiatan penyehatan TPP.

3) Adanya Feedback capaian indikator yang dilaksanakan setiap
semester

4) Adanya pemantauan penginputan data pengawasan TPP ke dalam
sistem E-monev HSP agar petugas kesehatan lingkungan
menginputkan data pengawasan yang dilakukan

Faktor Penghambat

Analisis penyebab/ program/ kegiatan yang dapat menyebabkan

kegagalan meliputi :

1) Minimnya penganggaran untuk mencapai target indikator

pengeawasan TPP

2) Masih kurangnya kuantitas petugas kesehatan lingkungan di
Puskesmas

3) Tingginya beban kerja sanitarian di puskesmas dikarenakan
banyak sanitarian yang memegang beban kerja ganda, sehingga

tidak menginputkan hasil pengawasan kedalam system emonev

4) Terjadinya perbedaan data pengawasan online (e-monev HSP)
dengan laporan offline program kesehatan lingkungan

5) Untuk sistem pelaporan kegiatan yang sudah berbasis elektronik
(internet) masih belum optimal terkait sulitnya koneksi jaringan
dibeberapa daerah, yang berdampak pada penurunan semangat
sanitarian dalam menginput hasil IKL TPP yang terdapat di

wilayah kerja mereka pada aplikasi tersebut.

6) Beberapa Puskesmas belum memiliki akun di emonev HSP
sehingga belum bias menginputkan data pengawasan ke dalam

emonev

7) Proses peningkatan perubahan perilaku dan pembenahan TPP
agar menjadi memenuhi syarat tidak dapat dilakukan secara

cepat, cenderung membutuhkan waktu yang relatif lama dan
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kecukupan pendampingan petugas kepada TPP untuk
menerapkan pendampingan pasca inspeksi kesehatan lingkungan

Alternatif Solusi
Alternatif solusi yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat
meliputi :

1) Memaksimalkan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengawasan
TPP dan terfokus pada daerah sasaran yang aktif kepada seluruh
pengelola kesehatan lingkungan di daerah dalam percepatan
pencapaian target indikator.

2) Memaksimalkan komunikasi aktif baik melalui media elektronik
maupun surat menyurat kepada seluruh kepala dinas dalam
rangka implementasi serta monitoring evaluasi data yang di
inputkan kedalam e-monev HSP

3) Mengusulkan anggaran monitoring dan pendampingan melalui
dana DAK non fisik

4) Memanfaatkan media zoom meeting untuk kegiatan monitoring
dan evaluasi

Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pada tahun 2021, anggaran dekonsentrasi yang dialokasikan untuk
pelaksanaan indikator Persentase TPP yang Memenuhi Syarat sesuai
dengan standar sebesar Rp 2.192.000,- dan realisasi anggaran untuk
pelaksanaan indikator tersebut sebesar 100% atau Rp 2.192.000,-..
Anggaran ini diperuntukan untuk virtual zoom bersama dinas
kesehatan dan puskesmas dalam rangka pengawasan Tempat
Pengelolaan Pangan (TPP) khususnya Pengwasan Depot Air Minum.
Anggaran Tahun 2021 lebih kecil dibandingkan anggaran tahun 2020,
dimana pada tahun 2020 anggaran untuk menunjang indikator
sebesar Rp. 126.560.000,- Jika realisasi anggaran dekonsentrasi
disandingkan dengan capaian kinerja, maka terwujud efisiensi
anggaran dikarenakan capaian kinerja sebesar 116,66% dapat dicapai
dengan realisasi anggaran sebesar 100% (Grafik 22). Dikatakan

efisiensi anggaran karena dengan besaran anggaran yang
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dialokasikan dapat mencapai capaian kinerja diatas 100% (realisasi
indikator diatas target yang ditetapkan).

Grafik 22
Penyandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Indikator Persentase TPP yang Memenuhi Syarat 1 Tahun 2021

116,66

100

Realisasi Kinerja (%) Realisasi Keuangan (%)

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan dalam mendukung capaian
Indikator Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang
memenuhi syarat pada tahun 2021 sebagai berikut :

Uji Petik Pengawsan Tempat
Pengelolaan Pangan (TPP)

"’Y o‘ ,ll
1M A B

omoj

Bersama Lintas Sektor
Pengawasan ke TPP diwilayah

Virtual Zoom Peningkatan Kapasitas
Petugas Dalam Pengawasan DAM

86

PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN MASYARAKAT

DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU




= GERMAS

Gerakan Masyarakat
: Hidup Sehat

6. Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan
pengawasan sesuai standar
Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) adalah lokasi, sarana, dan prasarana
antara lain: fasilitas kesehatan; fasilitas pendidikan; tempat ibadah; hotel,
rumah makan dan usaha lain yang sejenis; sarana olahraga; sarana
transportasi darat, laut, udara, dan kereta api; stasiun dan terminal; pasar
dan pusat perbelanjaan; pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas
darat negara; dan tempat dan fasilitas umum lainnya. Namun TFU yang
dimaksud dalam indikator ini merupakan indikator prioritas yang terdiri dari
sekolah (SD/MI dan SMP/MTs), Puskesmas dan pasar yang terdaftar
Pengawasan Sesuai Standar yang dimaksud adalah kunjungan untuk
mengetahui faktor risiko kesehatan lingkungan dengan Inspeksi
Kesehatan Lingkungan (IKL) melalui pengamatan fisik media lingkungan
menggunakan instrument/ formulir IKL, pengukuran media lingkungan
dan analisis risiko kesehatan lingkungan serta rekomendasi perbaikan.
Sasaran prioritas tempat fasilitas umum yang dilakukan inspeksi
kesehatan lingkungan antara lain adalah: sekolah (SD/MI dan
SMP/MTs), puskesmas dan pasar yang terdaftar pada masing-masing
instansi.
a. Definisi Operasional
Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan
sesuai standar adalah tempat dan fasilitas umum (pasar, sekolah,
Puskesmas) yang dilakukan pengawasan oleh kabupaten/kota dengan
cara melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) minimal 1 kali
dalam kurun waktu setahun.
b. Cara Perhitungan
Cara perhitungan indikator ini yaitu Jumlah TFU (Sekolah, Pasar,
Puskesmas) yang dilakukan pengawasan dibagi jumlah seluruh TFU
(Sekolah, Pasar, Puskesmas) yang terdaftar dikali 100 %.

Jumlah TFU yang diawasi

0 i i 0
% TFUyg diawasi Jumlah TFU terdaftar x 100 %
% TFU yg diawasi = % x100%

=  71,12%
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c. Analisa Target dan Capaian serta Penyajian Data

Target dari Indikator TFU pada tahun 2021 yang ditetapkan terlalu
tinggi, angka ini berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021. Tinggi nya
target yang ditetapkan tidak seiring degan pelaksanaan Inspeksi
Kesehatan Lingkungan (IKL) yang dilakukan dikarenakan berbagai
kendala seperti Sumber Daya Manusia (SDM), Biaya dan waktu
pelaksanaan, selain itu beberapa daerah juga belum tepat sasaran
dalam melaksanakan IKL (tidak di lokasi yang prioritas: sekolah
SD/SMP, Pasar dan Puskesmas) namun melakukan IKL ke TFU
lainnya misal pustu, tempat ibadah, hotel dIll. Adapun capaian
presentase tempat dan fasilitas umum tiap Kabupaten Kota tahun
2021 dapat dilihat pada grafik 23.

Grafik 23
Realisasi Per Kabupaten Kota Indikator Persentase
TFU yang dilakukan pengawasan sesuai standar

Tahun 2021
92,06
. 85,88 Target
76,38 70,83 71,12 72%
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Sumber : Laporan Kesehatan Lingkungan, 2021

Pada Grafik 23 menunjukan bahwa Kota Tanjungpinang menempati
peringkat pertama sebagai Kabupaten Kota dengan jumlah
persentase TFU yang dilakukan pengawasan tertinggi yaitu 92,06%

TFU Prioritas sudah dilakukan pengawasan dan terdapat 4 Kabupaten
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Kota yang capaian nya dibawah target indikator yaitu Kabupaten
Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kep. Anambas dan Kota
Batam. Target dan capaian capaian secara keseluruhan se Provinsi
Kepulauan Riau dapat dilihat pada grafik 24

Grafik 24
Target dan Realisasi Indikator Persentase TFU
yang dilakukan pengawasan sesuai standar

Tahun 2021
72,2
72
72 — .
Capaian
71,8 Kinerja
716 98,78 %
71,4
71,2 71,12
71
70,8
70,6
Target Indikator Realisasi Indikator

Pada tahun 2021, target indikator Persentase TFU yang dilakukan
pengawasan sesuai standar yang ditetapkan pada perjanjian kinerja
sebesar 72% dari 1.655 TFU yang terdiri dari Sarana Pendidikan
(Sekolah SD, SMP/Sederajat), Pasar dan Puskesmas, Sedangkan
realisasi indikator tersebut sebesar 71,12 % (1.177 TFU), Capaian ini
sudah melebihi target indikator nasional, dimana target indikator
nasional TFU yang dilakukan pengawasan sesuai standar sebesar
60% namun jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam
perjanjian kinerja yang memiliki target 72%, dapat diartikan bahwa
capaian indikator belum memenuhi target indikator yang ditetapkan
dengan capaian kinerja sebesar 98,78 %.

Capaian ini akan sangat berbeda jika dibandingkan dengan data yang
ada didalam sistem e-monitoring TFU yang ada di alamat website

https://e-satu.kemkes.qgo.id, hal ini dikarenakan masih belum seluruh
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data pembinaan dan pengawasan yang sudah dilaksanakan oleh

puskesmas yang di entry kedalam sistem emonev e-satu.

Faktor Keberhasilan

Analisis penyebab/ program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan

meliputi :

1) Adanya dukungan sarana dan prasarana bagi Puskesmas terpilih
berupa sanitarian kit di Puskesmas di 7 Kabupaten Kota

2) Adanya monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap
pengawasan Tempat Fasilitas Umum dengan menggunakan
media komunikasi yang ada

3) Adanya Feedback capaian indikator yang dilaksanakan setiap
semester

Faktor Penghambat

Analisis penyebab/ program/ kegiatan yang dapat menyebabkan

kegagalan meliputi :

1) Kondisi pandemi Covid-19 vyang membatasi  mobilitas
petugas/sanitarian dalam melaksanakan pengawasan Tempat dan

Fasilitas Umum

2) Tingginya beban kerja sanitarian di puskesmas dikarenakan banyak
sanitarian yang memegang beban kerja ganda dan sanitarian
puskesmas juga termasuk dalam tim pencegahan dan

penanggulangan covid-19 serta vaksinasi covid-19 di puskesmas

3) Sistem pendanaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tidak

maksimal

4) Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait penyehatan TFU

karena belum semua puskesmas memiliki sanitarian kit

5) Target TFU yang akan di lakukan IKL cukup tinggi hamun dalam
pelaksanaan IKL tidak terlaksana dengan berbagai kendala

(Sumber Daya Manusia, Biaya dan waktu pelaksanaan)

6) Pengawasan TFU masih ada yang belum tepat sasaran dalam

pelaksanaan kegiatan IKL (tidak di lokasi yang prioritas : sekolah
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SD/SMP, Pasar dan Puskesmas) namun melakukan IKL ke TFU

lainnya misal pustu, salon, tempat ibadah, hotel dll.

7) Untuk sistem pelaporan kegiatan yang sudah berbasis elektronik
(internet) masih belum optimal terkait koneksi jaringan pada daerah
tidak stabil, yang berdampak pada penurunan semangat sanitarian
dalam menginput hasil IKL TFU yang terdapat di wilayah kerja
mereka pada aplikasi tersebut, selain itu masih banyak yang belum

memahami cara penginputan data pengawasan ke system TFU

Alternatif Solusi

Alternatif solusi yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat

meliputi :

1) Memaksimalkan pembinaan penyelenggaraan penyehatan TTU
dan terfokus pada daerah sasaran yang aktif kepada seluruh
pengelola kesehatan lingkungan di daerah dalam percepatan
pencapaian target indikator.

2) Memaksimalkan komunikasi aktif baik melalui media elektronik
maupun surat menyurat kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan
dalam rangka implementasi pengawasan tempat dan fasilitas
umum.

3) Memaksimalkan advokasi kepada daerah agar diperoleh dukungan
dana melalui APBD/DAK Non Fisik/BOK puskesmas untuk
pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan TTU

4) Melanjutkan pelaksanaan berbagai penilaian untuk menyemangati
pelaksanaan penyehatan TFU seperti sekolah sehat, Kabupaten
Kota Sehat sehat dan lain lain

5) Melaksanakan virtual meeting bersama Dinas Kesehatan dan
Puskesmas secara berkala untuk memantau progress dari
pencapaian target indikator dan progress penginputan data di
sistem emonev TFU

6) Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin

dan berjenjang
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h. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pada tahun 2021, anggaran dekonsentrasi yang dialokasikan untuk
pelaksanaan indikator Persentase TFU yang dilakukan pengawasan
sesuai dengan standar sebesar Rp 29.844.000,- dengan realisasi
anggaran untuk pelaksanaan indikator tersebut sebesar 99,97% atau
Rp 29.836.500,-. Anggaran ini diperuntukan untuk Kegiatan
pembinaan dalam pengawasan tempat dan fasilitas umum ke
Kabupaten Kota. Jika realisasi anggaran dekonsentrasi disandingkan
dengan capaian kinerja, maka terwujud inefisiensi anggaran
dikarenakan dengan anggaran yang ada tidak dapat mencapai target
yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 95,33% (Grafik 25).

Grafik 25
Penyandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Dekonsentrasi Indikator Persentase TFU yang dilakukan
pengawasan sesuai standar Tahun 2021
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Dokumentasi pelaksanaan kegiatan dalam mendukung capaian
Indikator Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan

pengawasan sesuai standard pada tahun 2021 sebagai berikut :
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7. Realisasi Anggaran
Pada tahun 2021, pagu anggaran dekonsentrasi yang dialokasikan pada
Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas
Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau untuk pelaksanaan program
kesehatan lingkungan sebesar Rp 136.316,000,-. Pada grafik 26 terlihat
bahwa realisasi dari anggaran dekonsentrasi sebesar 99,70% atau Rp

135.904.000,-.

PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN MASYARAKAT

DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Gerakan Masyarakat
: Hidup Sehat

Grafik 26
Pagu dan Realisasi Anggaran Dekonsentrasi
Program Kesehatan Lingkungan
Tahun 2021

Dalam Jutaan Rupiah

135.904

Realisasi

136.316
Pagu

Apabila realisasi anggaran tersebut diatas disandingkan dengan capaian
kinerja program kesehatan lingkungan berdasarkan jumlah indikator yang
mencapai target. Maka terdapat inefisiensi karena capaian kinerja sebesar 50%

terwujud dengan 99,7% anggaran.

Grafik 27
Penyandingan Capaian Indikator Berdasarkan Jumlah Indikator
yang Mencapai Target dan Realisasi Anggaran
Program Kesehatan Lingkungan
Tahun 2021

Capaian Indikator (%) Realisasi Keuangan (%)
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E. Promosi Kesehatan

1. Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) merupakan suatu
tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama
oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan
kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
GERMAS mengedepankan upaya promotif dan preventif, tanpa
mengesampingkan upaya kuratif- rehabilitatif dengan melibatkan seluruh
komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat. Tujuan
GERMAS adalah terciptanya masyarakat berperilaku sehat yang
berdampak pada kesehatan terjaga, produktif, lingkungan bersih, dan
biaya berobat berkurang.
Indikator dalam periode sebelumnya, adalah terkait Kabupaten/Kota yang
memiliki kebijakan Germas. Dalam periode 2020 — 2024 ini, dilanjutkan
dengan Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas.
a. Defenisi Operasional

Kabupaten/Kota yang menerapkan Kkebijakan Germas adalah

Kabupaten dan Kota yang memenuhi kriteria :

1) Memiliki Kebijakan Germas sesuai dengan Inpres no 1 tahun 2017
(melaksanakan 5 kluster germas) dan atau kebijakan berwawasan
Kesehatan

2) Melaksanakan Penggerakan Masyarakat dalam mendukung 5
(lima) kluster Germas minimal 3 kali setahun, dengan melibatkan
lintas  sektor, pendidikan (sekolah), Upaya Kesehatan
Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan atau mitra potensial.

b. Rumus / Cara Penghitungan
(Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan Germas dibagi
jumlah kab dan kota) x 100%
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c. Capaian Indikator

Grafik 28
Persentase Kabupaten/Kota yang Menerapkan
Kebijakan Germas di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Grafik Persentase Kab/Kota yang
menerapkan Kebijakan Germas
Tahun 2021

Dari grafik diatas diketahui bahwa terdapat 71 % atau 5 Kabupaten
dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang telah menerapkan
kebijakan Germas dan masih terdapat 29 % atau 2 Kabupaten dan
Kota yang belum menerapkan kebijakan Germas di daerahnya.
Kabupaten Kota yang menerapkan Kebijakan Germas harus
memenuhi 2 Kriteria, yakni memiliki kebijakan Germas sesuai dengan
Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 dan melaksanakan pengerakan
masyarakat sebanyak 3 kali dalam setahun yang melibatkan berbagai

sektor yang terkait Germas.
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Grafik 29
Grafik Capaian Kab/Kota yang Menerapkan
Kebijakan Germas Tahun 2021 berdasarkan kriteria

M Kebijakan Germas M Penggerakan Masyarakat

Grafik tersebut menunjukkan bahwa terdapat 5 Kabupaten Kota yang
memenuhi kriteria menerapkan kebijakan Germas. Kabupaten dan
Kota tersebut adalah Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan
Kabupaten Natuna, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Selain itu
terlihat bahwa seluruh Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Riau
telah memiliki kebijakan Germas, kekurangan terdapat pada
pelaksanaan kegiatan Penggerakan Masyarakat yang belum
dilaksanakan sebanyak 3 kali setahun. Kabupaten Karimun bahkan
belum melakukan satupun kegiatan penggerakan masyarakat.

Adapun Kebijakan Germas yang dikeluarkan Kabupaten dan Kota di

Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

Tabel 15
Kebijakan Germas yang dikeluarkan Kabupaten dan Kota
di Provinsi Kepulauan Riau

Tentang Gerakan
Juli 2017 Masyarakat Hidup
Sehat

Tentang
Pembentukan
Keputusan Nomor 151 2 November Kelompok Kerja

Bupati Tahun 2020 2020 Gerakan Masyarakat

Hidup Sehat
Kabupaten Bintan
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Instruksi Nomor 2
Bupati Tahun 2017

1 Kabupaten Bintan
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GEBMAS
s Hidup Sehat
. Instruksi Nomor 1 Tentang Germas
Kabupaten Lingga Bupati Tahun 2017 8/29/2017 Hidup Sehat
surat edaran Nomor:
bupstinatuna | 440/Dinkes | (2662128 | Gerakan Masyarakar
Tahun 2018 PPKB/85/2018 P
Kabupaten Natuna
Surat Edaran No. 1/KM- 11 April Zu;?;kiia;jgstz?;igf
Kadinkes PPM/441.7 2017 \ y
Hidup Sehat
Instruksi 12 tentang Gerakan
No 949 Tah
Walikota ° 928173 un September Masyarakat Hidup
Tanjungpinang 2017 Sehat (GERMAS)
Kota
Tanjungpinang
Surat Edaran Nomor
Walikota | 440/329/5.2.0 I\t/laanrgefazl 01119 Gera:;z M;:ﬁg;a kat
Tanjungpinang 2/2019 P
Surat Edaran tanegal 01 Perihal : Gerakan
Kota Batam Walikota Nomor 163 Megig2018 Masyarakat Hidup
Batam Sehat (GERMAS)
Instruksi Nomor 441 Perihal : Gerakan
Kab. Karimun Bupati Tahun 2019 4-Sep-19 Masyarakat Hidup
Karimun Sehat (GERMAS)
Kab. Kepulauan Perat'uran Nomor 20 12 Maret Perihal - Gera.kan
Anambas Bupati Kep. Tahun 2018 5018 Masyarakat Hidup
Anambas Sehat (GERMAS)

Analisis Penyebab Keberhasilan Program

Indikator ini telah mencapai target dipengaruhi oleh beberapa hal

antara lain, dukungan dari pimpinan, Respon cepat dari Kabupaten

Kota serta adanya umpan balik yang berjenjang dari tiap tingkatan

mulai dari Pusat, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selain itu adanya kerjasama antara sektor kesehatan dengan Lintas

sektor lainnya yang terkait Germas. Mengingat kondisi Pandemi Covid
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saat ini, tidak menjadi hambatan karena semua kegiatan baik dalam

bentuk pertemuan maupun penggerakan masyarakat dilakukan diawal

tepatnya di triwulan 1 tahun 2021.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan

Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas :

1) Dilakukan pertemuan Koordinasi dan Advokasi Lintas Program
/Lintas Sektor terkait Pengembangan Kebijakan Germas di
berbagai Tatanan Tingkat Provinsi Kepri yang didalamnya
mendiskusikan rencana pelaksanaan Germas dalam lingkup
Provinsi.

2) Dilakukan kegiatan Koordinasi dan Advokasi LP/LS terkait
Pengembangan Kebijakan Germas di berbagai Tatanan Tingkat
Kabupaten Bintan, Lingga, Natuna, Karimun dengan peserta
berbagai program dan sektor terkait Germas.

3) Dilakukan Kegiatan Advokasi untuk Mendorong Kab/Kota
Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
(GERMAS) di Kota Tanjungpinang dan Kota Batam yang
menghasilkan komitmen serta rencana pelaksanaan Germas di
Kota Tanjungpinang dan Batam oleh masing-masing OPD.

4) Dilakukan sosialisasi dan advokasi Germas dengan sasaran para
kader, RT/RW dan Tokoh Masyarakat.

5) Dilakukan Pembinaan Implementasi Kebijakan Germas di
Kabupaten Kota dan Pendampingan Pembudayaan Germas di
wilayah Kabupaten/Kota.

Analisis Efisiensi Sumber Daya

Capaian persentase Kinerja Kab/Kota yang menerapkan Kebijakan

Germas adalah 124 % sedangkan realisasi anggaran untuk Koordinasi

dan Advokasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah 100 %.
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Penandatanganan Komitmen implementasi Launching Kampung Germas pada
Germas oleh Walikota Tanjungpinang Tahun Desember 2021
2021

2. Persentase Kabupaten/Kota Melaksanakan Pembinaan Posyandu Aktif
Keberadaan Posyandu sangat diperlukan dalam mendekatkan upaya
promotif dan preventif kepada masyarakat dan pelaksanan pemberdayaan
masyarakat. Dalam pengembangan dan pelaksanaan Posyandu
merupakan tanggung jawab lintas sektor di wilayah desa, yang disebut
Kelompok Kerja Operasional Posyandu. Pembinaan Posyandu menjadi
tanggungjawab perangkat Desa dan Kelurahan sebagaimana tertuang
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 telah
mengamanatkan pengintegrasian layanan sosial dasar ke dalam
Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu).

a. Defenisi Operasional

Persentase Kabupaten/Kota yang memenuhi seluruh kriteria

melakukan pembinaan Posyandu Aktif yaitu :

1) Memiliki Pokjanal yang disahkan melalui keputusan Bupati/walikota
yang keanggotaannya terdiri dari lintas sektor terkait
pengembangan Posyandu tingkat Kabupaten/Kota.

2) Melakukan pertemuan rutin Pokjanal Posyandu minimal 2 Kkali
setahun untuk membahas perencanaan dan evaluasi pelaporan
kegiatan.

3) Melakukan peningkatan kapasitas bagi petugas Puskesmas dan
kader yang berasal desa/kelurahan di wilayah kabupaten/Kota.

4) Memiliki dan menggunakan sistim pelaporan kegiatan Posyandu
melakukan pelaporan kegiatan Posyandu sehingga tersedia
laporan posyandu seperti SIP baik online maupun tidak.
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b. Rumus dan Cara Penghitungan
(Jumlah Kab/Kota yang melakukan pembinaan posyanandu aktif
dibagi jumlah seluruh Kabupaten dan kota di Provinsi Kepri) x 100%

c. Capaian Indikator

Grafik 30
Capaian Persentase Kab/Kota yang Melakukan
Pembinaan Posyandu Aktif di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Capaian Persentase Kab/Kota yang
melakukan pembinaan Posyandu Aktif

Capaian

PROVINSI KEPRI

Dari grafik diatas terlihat bahwa ditahun 2021 ini, sudah ada 5
Kabupaten dan Kota (71%) di Provinsi Kepulauan Riau yang mampu
memenuhi kriteria sebagai Kabupaten Kota yang melakukan pembinaan
Posyandu aktif. Kabupaten Kota yang telah memenuhi adalah Kota
Batam, Kota Tanjungpinang, Kab. Natuna dan Kab. Bintan dan Kab.
Lingga. Untuk capaian pada setiap kriteria dapat disajikan sebagai
berikut :
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Tabel 16
Capaian Pada Setiap Kriteria yang Melakukan Pembinaan
Posyandu Aktif di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

KRITERIA/KAB-KOTA

KAB. KOTA
KAB. KAB. KAB. KOTA KAB.
KEPULAUAN | TANJUNG
KARIMUN ANAMBAS PINANG BINTAN NATUNA BATAM LINGGA

KRITERIA 1: Memiliki
Pokjanal yang
kenaggotaannya
terdiri dari lintas
sektor terkait
pengembangan
poyandu tingkat
kab/kota disahkan
melalui kepurusan
Bupati/Walikota

Ya Tidak Ya Ya Ya Ya Ya

KRITERIA 2:
Mengadakan
pertemuan rutin
setiap tahun minimal
2 kali untuk
membahas
perencanaan dan
evaluasi pelaporan
kegiatan

Tidak Tidak Ya Ya Ya Ya Ya

KRITERIA 3 :
Melakukan
peningkatan
kapasitas bagi
petugas puskesmas
dan kader yang
berasal
desa/kelurahan di
wilayah
kabupaten/Kota.

Ya Tidak Ya Ya Ya Ya Ya

KRITERIA 4 : Memiliki
dan menggunakan
sistim dalam
melakukan pelaporan
kegiatan Posyandu
sehingga tersedia
laporan posyandu
seperti SIP online dan
atau Pantau
Posyandu

Ya Tidak Ya Ya Ya Ya Ya

PEMBINAAN
POSYANDU AKTIF

Tidak Tidak

. . Memenuhi | Memenuhi | Memenuhi | Memenuhi | Memenuhi
Memenuhi Memenuhi

Rekapitulasi diatas, diperoleh dari Laporan melalui aplikasi microsite
yang telah diverifikasi oleh pusat dan provinsi. Dapat dilihat bahwa

dari 7 Kabupaten Kota, Hanya Kabupaten Kepulauan Anambas yang
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tidak dapat memenuhi 1 kriteria pun sebagai syarat terpenuhinya
indikator. Sementara itu, Kabupaten Karimun tidak dapat memenuhi
kriteria karena hanya dapat melakukan pertemuan Pokjanal Posyandu
sebanyak 1 kali dalam tahun 2021.
Analisis Penyebab Keberhasilan Program
Indikator ini telah dapat mencapai target yang ditetapkan secara
nasional disebabkan oleh beberapa faktor yang paling utama adalah
komitmen yang kuat dari pimpinan Daerah, dalam hal ini Gubernur
serta Ketua TP-PKK Provinsi dalam meningkatkan kualitas posyandu
di Provinsi Kepri. Selain itu, adanya koordinasi yang kuat antara Dinas
Kesehatan dengan Dinas PMD dan Dukcapil dan Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai leading sektor
pembinaan posyandu baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota
dalam hal pembentukan kelembagaan Pokjanal Posyandu dan
pertemuan koordinasi, Adanya apresiasi kepada kader posyandu baik
dalam bentuk pemberian penghargaan maupun pembinaan dan
peningkatan kapasitas yang meningkatkan kinerja kader posyandu
Upaya yang dilakukan dalam mencapai target indikator
Kabupaten/Kota melakukan pembinaan Posyandu aktif adalah :
1) Dilakukannya Rapat Koordinasi Penguatan Pengelolaan Pokjanal
Posyandu Tingkat Provinsi Kepulauan Riau
2) Dilakukannya Kegiatan Penguatan SKN melalui Pembinaan
Pokjanal Posyandu secara berjenjang dalam rangka revitalisasi
posyandu sekaligus pemberian penghargaan kepada Kader
berprestasi di Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga dan
Kabupaten Natuna.
3) Dilakukannya Rapat Koordinasi Penguatan Pengelolaan Pokjanal
Posyandu Tingkat Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kab. Bintan,

Kab. Kepulauan Anambas.

Analisis Efisiensi Sumberdaya
Capaian persentase Kinerja Persentase kabupaten/ kota
melaksanakan pembinaan posyandu aktif adalah 124 % sedangkan
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realisasi anggaran untuk Koordinasi LP/LS Peningkatan Posyandu
Aktif adalah 99,3 % dan realisasi fisik sebesar 100%.
3. Realisasi Anggaran
Adapun Realisasi Anggaran di Seksi Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat sebesar 99,8 % dengan Rincian Output yaitu :

Tabel 17
Realisasi Anggaran Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No Rincian Ouput Anggaran Realisasi %

Koordinasi dan
Advokasi Gerakan

1 Masyarakat Hidup Rp. 25.700.000 Rp. 25.700.000 100
Sehat (GERMAS)
Koordinasi LP/LS

2 | Peningkatan Rp. 228.890.000 | Rp. 227.335.800 | 99,3
Posyandu Aktif

Promosi Peningkatan
g | Literasi Germas Rp. 480.900.000 | Rp. 480.899.500 | 100
melalui berbagai

media

Kelompok Masyarakat
4 | yang Diberdayakan Rp. 56.617.000 Rp. 56.358.600 99,5
dalam Germas

F. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya pada
program pembinaan Kesehatan Masyarakat dengan indikator perjanjian
kinerja yaitu persentase kinerja RKAKL pada program kesehatan masyarakat
sudah melebihi target yaitu 99,15% dimana target indikator perjanjian

kinerjanya 85%. Dengan rincian realisasi sebagai berikut:
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Realisasi Anggaran Bidang Kesehatan Masyarakat

Tabel 16

GERMAS

Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No Program Anggaran Realisasi %

| Pembinaan Gizi Rp. 262.875.000 | Rp. 259.339.200 98.7%
Masyarakat

o | PembinaanKesehatan | o, 365 990.000 | Rp. 359.691.850 97.5%
Keluarga
Pembinaan Upaya

3 Kesehatan Kerja dan Rp. 227.965.000 | Rp. 227.675.000 99.9%
Olahraga

4 Penyehatan Lingkungan Rp.136.316.000 | Rp. 135.904.000 99.7%
Promosi Kesehatan dan

5 Pemberdayaan Rp. 792.107.000 | Rp. 790.293.900 99.8%
Masyarakat
Dukungan Manajemen

6 Pelaksanaan program Rp. 168.933.000 | Rp.167.737.300 99.3%
Lainnya

Pencapaian tersebut didukung dengan anggaran dengan pagu sebesar Rp.
1.957.186.000 dengan penyerapan dana sebesar Rp. 1.940.641.250 (99,15%).
Pada Tahun 2021 terjadi refocusing anggaran untuk pandemi Covid-19 dari
pagu awal Rp.8.221.488.000 menjadi Rp. 1.957.186.000 dengan nilai efisiensi
sebesar Rp. 6.264.302.000
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BAB IV
PENUTUP

Secara umum, pencapaian target kinerja Kegiatan Kesehatan Masyarakat pada
Tahun 2021 sudah memenuhi target yang ditetapkan. Namun demikian pencapaian ini
harus ditingkatkan untuk terus menjaga ritme capaian yang selaras dengan apa yang
telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Kesehatan berikutnya.

Berdasarkan capaian indikator kinerja Program Pembinaan Kesehatan
Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dalam Perjanjian Kinerja Tahun
2021, dari 20 indikator kinerja, sebanyak 15 indikator telah mencapai atau melebihi
target yang ditetapkan, sedangkan 5 indikator tidak mencapai target. Pencapaian
tersebut didukung dengan anggaran dengan pagu sebesar Rp. 1.957.186.000 dengan
penyerapan dana sebesar Rp. 1.940.641.250 (99,15%). Pada Tahun 2021 terjadi
refocusing anggaran untuk pandemi Covid-19 dari pagu awal Rp.8.221.488.000
menjadi Rp. 1.957.186.000 dengan nilai efisiensi sebesar Rp. 6.264.302.000

Walau pencapaian Kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau sudah dianggap cukup baik, namun dalam pelaksanaannya
masih dirasakan ada beberapa hal belum sesuai dengan harapan seperti adanya
pandemi Covid-19 yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak dalam pelaksanaan
pembinaan di Kabupaten/Kota serta refocusing anggaran.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat
Masyarakat Tahun 2021 ini disusun sebagai instrumen monitoring kinerja dan menjadi
bahan acuan peningkatan kinerja dan refleksi capaian bidang kesehatan masyarakat
sebagai acuan tahun-tahun yang akan datang
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